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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini.
Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dimana Pemerintah Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2023 untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD), maka Kabupaten Karanganyar menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 karena masa jabatan Bupati Karanganyar berakhir pada tahun 2023 dan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini memuat uraian mengenai tujuan, sasaran, serta indikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sampai tahun 2026. Renstra tersebut memuat pula sasaran kegiatan berupa indikator output/outcome kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.   
Kami menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya. Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Karanganyar,     Maret 2023


Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Yopi Eko Jati Wibowo, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
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Lampiran : 1         
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2023 
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dimana Pemerintah Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2023 untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah diselaraskan dengan target indikator makro dan program prioritas nasional sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi sampai dengan Tahun 2025, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD kabupaten Tahun 2024-2026, isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku.  
Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 sebagai pengganti kekosongan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026 yang tidak dapat disusun akibat berakhirnya masa jabatan Bupati Karanganyar di tahun 2023 dan belum dapat diselenggarakannya pemilihan kepala daerah yang baru akibat adanya kebijakan pemilihan kepala daerah serentak yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2024. Oleh karena itu, setiap Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Karanganyar dalam menjalankan tugasnya harus mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD).  
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar untuk periode 2024-2026, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus memiliki Rencana Strategis (Renstra). Renstra Organisasi Perangkat Daerah disusun untuk bahan penyempurnaan rancangan awal RPD, dan RPD yang telah ditetapkan akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir Renstra perangkat daerah.
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui beberapa tahap yaitu Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah dan Penetapan Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana digambarkan pada bagan berikut :
[image: ]
Gambar 1.1. 
Bagan Alir PenyusunRancangan Renstra Perangkat Daerah
Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan tahunan dengan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang akan diimplementasikan setiap tahun sesuai dengan struktur organisasi tata kerja serta tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dilengkapi dengan kerangka anggaran. Dengan adanya perencanaan yang sinkron dan terkoordinasi dengan dokumen lainnya, maka pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah akan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
1.2. Landasan Hukum
Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:
1. [bookmark: _Hlk534367054]Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kab. Karanganyar 2024-2026 I- 4 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136) 
13. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);  
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Racangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); 
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 
22. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 102);
23. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11).

1.3. Maksud dan Tujuan
Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah dokumen perencanaan resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar untuk tahun 2024 - 2026, dengan maksud sebagai berikut:
0. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
0. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan OPD Kabupaten Karanganyar terutama terkait monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
0. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan; dan
0. Memberikan arah dalam melayani masyarakat sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah disepakati bersama.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:
1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dalam Tujuan dan Sasaran Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.
1. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar untuk kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
1. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat program dan kegiatan.
1.4. Sistematika
Sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tahun 2024-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, sumber daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, telaah Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar pada periode tahun 2024-2026. 

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar pada periode tahun 2024-2026.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tahun 2024-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dalam periode tahun 2024-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.

Bab VIII Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
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BAB II
[bookmark: _Hlk129570127]GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
Penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut adalah Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan :
1. Sub Bagian Keuangan; 
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahkan ;
1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Seksi Pendidikan Masyarakat; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bidang Sekolah Dasar, membawahkan :
1. Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu Sekolah Dasar;
2. Seksi Guru dan tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Bidang Sekolah Menengah Pertama, membawahkan :
1. Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu Menengah Pertama;
2. Seksi Guru dan tenaga Kependidikan Menengah Pertama; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
f. Bidang Kebudayaan membawahkan :
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

1) Uraian Tugas dan Fungsi
a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah, sedangkan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut: 
1) Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan serta Kesekretariatan;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
4) Pelaksanaan administrasi Disdikbud; dan;
5) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :
1) Pengkoordinasian kegiatan;
2) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
4) Pengkoordinasian tata laksana;
5) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6) Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
9) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
a) Kepala Sub Keuangan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan program kerja, pengelolaan keuangan dan aset pelaporan.
b) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, informasi dan kehumasan, dokumen, keorganisasian, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.

c. Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Kepala Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, mempunyai fungsi:
1) Penyusunan kebijakan di bidang pendidikan usia dini, pendidikan masyarakat dan sarana prasarana;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan usia dini, pendidikan masyarakat dan sarana prasarana;
3) Pelaksanaan bimbingan teknis pendidikan usia dini, pendidikan masyarakat dan sarana prasarana;  
4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
5) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
a) Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan anak usia dini.
b) Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pendidikan Masyarakat. 

d. Bidang Pendidikan Dasar
Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pendidikan Dasar. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Pendidikan Dasar, mempunyai fungsi :
1) penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dasar, sekolah menengah pertama dan sarana prasarana;
2) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dasar, sekolah menengah pertama dan sarana prasarana;
3) pelaksanaan bimbingan teknis pendidikan dasar, sekolah menengah pertama dan sarana prasarana; 
4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dasar, sekolah menengah pertama dan sarana prasarana; dan 
5) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
a) Kepala Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu Sekolah Dasar melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kurikulum dan penjaminan mutu sekolah dasar.	
b) Kepala Seksi Guru dan tenaga Kependidikan Sekolah Dasar melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan guru dan tenaga kependidikan sekolah dasar.

e. Bidang Sekolah Menengah Pertama
Kepala Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan sekolah menengah pertama, dengan menyelenggarakan fungsi :
1) penyusunan kebijakan di bidang pembinaan tenaga pendidik, kependidikan dan kesiswaan;
2) pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga pendidik, kependidikan dan kesiswaan;
3) pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan tenaga pendidik, kependidikan dan kesiswaan; 
4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan tenaga pendidik, kependidikan dan kesiswaan; dan
5) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
a) Kepala Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu Sekolah Dasar melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kurikulum dan penjaminan mutu sekolah menengah pertama.
b) Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama.

f. Bidang Kebudayaan
Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kebudayaan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Kebudayaan, mempunyai fungsi :
1) Penyusunan kebijakan teknis pada bidang Kebudayaan;
2) Pelaksanaan kebijakan teknis pada bidang Kebudayaan;
3) Pelaksanaan bimbingan teknis Kebudayaan;
4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kebudayaan; dan
5) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. UPTD
Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional
Jabatan Fungsional 'melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Seksi/Subbagian dan/atau Bidang/Sekretariat sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas.
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Gambar 2.1. 
Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar
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2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 
a. Sumber Daya Manusia
Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan agar dapat terlaksana dengan baik tugas pokok dan fungsi tersebut, serta terwujudnya agenda pembangunan daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus memiliki potensi sumber daya Manusia yang handal sebagai modal atau suatu kekuatan pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 
Sumberdaya Manusia yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar berdasarkan jabatan struktural dan fungsional, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.1. 
Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Menurut Golongan dan Kepangkatan 
Tahun 2022
	No
	Unit Kerja
	Golongan
	Jumlah

	
	
	I
	II
	III
	IV
	

	A
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	
	
	
	
	

	1
	Sekretariat
	
	8
	13
	3
	24

	2
	Bidang PAUD dan Dikmas
	
	
	6
	3
	9

	3
	Bidang Sekolah Dasar
	
	2
	9
	3
	14

	4
	Bidang Sekolah Menengah Pertama
	
	3
	9
	1
	13

	5
	Bidang Kebudayaan
	
	1
	2
	1
	4

	
	
	
	
	
	
	

	B
	Jabatan Fungsional
	
	
	
	
	

	1
	Pengawas TK
	
	
	
	19
	19

	2
	pengawas SD
	
	
	1
	50
	51

	3
	Pengawas SMP
	
	
	
	8
	8

	4
	Penilik
	
	
	
	33
	33

	5
	Pamong
	
	
	1
	1
	2

	6
	Guru
	
	23
	3.566
	1.440
	5.029

	
	
	
	
	
	
	

	C
	UPTD
	
	
	
	
	

	1
	UPTD PUD NFI dan SD Kecamatan
	1
	27
	16
	17
	61

	2
	SKB
	
	
	1
	1
	2

	
	JUMLAH
	1
	64
	3.624
	1.562
	5.269


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar 2023, Diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar bergolongan pangkat III, kondisi ini membawa konsekuensinya yaitu perencanaan karir yang baik sehingga para pegawai mendapatkan posisi atau jabatan yang sesuai.
Tabel 2.2. 
Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2022
	No
	Unit Kerja
	Jumlah
	SD
	SLTP
	SLTA
	Diploma
	S1
	S2
	S3

	A
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Sekretariat
	24
	
	
	7
	1
	9
	7
	

	2
	Bidang PAUD dan Dikmas
	9
	
	
	
	
	6
	3
	

	3
	Bidang Sekolah Dasar
	14
	
	
	2
	2
	7
	3
	

	4
	Bidang Sekolah Menengah Pertama
	13
	
	
	2
	
	4
	7
	

	5
	Bidang Kebudayaan
	4
	
	
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Jabatan Fungsional
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Pengawas TK
	19
	
	
	
	
	17
	2
	

	2
	pengawas SD
	51
	
	
	
	
	16
	33
	2

	3
	Pengawas SMP
	8
	
	
	
	
	
	8
	

	4
	Penilik
	33
	
	
	
	
	28
	5
	

	5
	Pamong
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	6
	Guru
	5029
	
	
	23
	217
	4469
	320
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	UPTD
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	UPTD PUD NFI dan SD Kecamatan
	61
	
	
	33
	
	14
	14
	

	2
	SKB
	2
	
	
	
	
	1
	1
	

	
	JUMLAH 
	5269
	
	
	68
	221
	4572
	406
	2


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar 2023, Diolah

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tingkat pendidikan pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar sudah cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari jumlah pegawai yang berpendidikan S1 dan S2 lebih banyak dari yang berpendidikan SLTA, sedangkan pegawai yang berpendidikan SLTA tinggal 68 orang. Kondisi ini dapat lebih mendorong upaya peningkatan kinerja yang lebih baik. 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tidak hanya memiliki pegawai yang berada di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saja namun juga tersebar di berbagai UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan dan SMP dan SKB. Jumlah keseluruhan pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar adalah 5.269 orang pegawai. Untuk penjenjangan karir pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat terlihat bahwa dari 3624 orang pegawai tersebut sebagian besar bergolongan III Kondisi ini menuntut perencanaan karir pegawai yang baik dimasa datang, sehingga pegawai yang bersangkutan dapat memperoleh karir yang lebih baik.

b. Sumber Daya Aset
Sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya yang penting didalam pencapaian tujuan, tanpa sarana dan prasarana yang memadai, maka upaya pencapaian tujuan tidak mungkin akan efektif.
Tabel 2.3. 
Rekapitulasi Inventaris Perlengkapan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar
Tahun 2022
	No Urut
	Kode Bidang Barang
	Nama Bidang Barang
	Jumlah
	Harga
(Ribuan)

	1
	01.01.11.04.01
	Tanah
	3 bidang
	123.000.000

	2
	03.11.01.01.01
	Bangunan Gedung
	2 unit
	6.685.243.640

	3
	02.03.01.01.03
	Alat Angkutan
Mobil
	
7 unit
	
1.023.553.750

	4
	02.03.01.05.01
	Sepeda
	178 unit
	1.861.184.500

	5
	02.06.01.05.40
	Alat-alat Kantor/Rumah Tangga
	954 unit
	2.867.505.677

	6
	02.06.01.05.01
	Alat-alat Studio dan Komunikasi 
	42 unit
	155.983.600

	7
	02.09.02.01.16
	Alat Laboratorium 
	223 unit
	2.934.479.864

	8
	05.18.01.03.01
	Barang-barang bercorak kesenian/ kebudayaan 
	15 unit
	352.000.000


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar 2023, Diolah

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar hanya memiliki 7 (tujuh) jenis barang/bidang inventaris, yaitu: 1) tanah, 2) bangunan Gedung 3) Alat Angkutan, 4) Alat Kantor/Rumah Tangga 5) alat-alat Studio dan Komunikasi, 6) Alat-alat Laboratorium 7) Barang-barang bercorak kesenian/kebudayaan; yang total bernilai Rp 16.002.951.031,- :



Tabel 2.4. 
Jumlah Sekolah, Ruang Kelas, dan Rombongan Belajar (Rombel)
Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022
	Jenjang
	Uraian
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	Sekolah
	Jumlah Sekolah
	
	
	
	
	

	TK
	Jumlah Ruang Kelas
	1.048
	1.216
	1.216
	1.110
	1.045

	
	· Rusak Berat
	76
	19
	19
	24
	25

	
	· Rusak Ringan
	141
	169
	169
	247
	307

	
	· Baik
	831
	1.028
	1.028
	839
	1.010

	
	Jumlah Rombel
	972
	1.197
	1.197
	2.054
	2.116

	Dasar
	Jumlah Ruang Kelas
	2.987
	3.169
	3.169
	3.336
	3.092

	
	· Rusak Berat
	88
	96
	96
	219
	88

	
	· Rusak Ringan
	562
	593
	593
	712
	562

	
	· Baik
	2.447
	2.480
	2.480
	2.405
	2.072

	
	Jumlah Rombel
	3.296
	3.233
	3.233
	2.938
	5.461

	Madrasah Ibtidaiyah
	Jumlah Ruang Kelas
	485
	577
	577
	588
	485

	
	· Rusak Berat
	44
	30
	30
	30
	44

	
	· Rusak Ringan
	96
	99
	99
	99
	96

	
	· Baik
	345
	448
	448
	459
	345

	
	Jumlah Rombel
	522
	594
	594
	617
	522

	Sekolah Menengah Pertama
	Jumlah Ruang Kelas
	1.113
	1.130
	1.130
	1.092
	955

	
	· Rusak Berat
	38
	21
	21
	33
	39

	
	· Rusak Ringan
	109
	140
	140
	151
	239

	
	· Baik
	966
	969
	969
	908
	677

	
	Jumlah Rombel
	1.074
	1.562
	1.562
	13.501
	795

	Madrasah Tsanawiyah
	Jumlah Ruang Kelas
	209
	251
	251
	251
	209

	
	· Rusak Berat
	5
	3
	3
	3
	5

	
	· Rusak Ringan
	31
	23
	23
	23
	31

	
	· Baik
	173
	225
	225
	225
	173

	
	Jumlah Rombel
	206
	229
	229
	229
	206


Sumber : Profile Pendidikan Kabupaten Karanganyar 2018-2022

Di samping sarana prasarana fisik, ketersediaan dan kapasitas guru turut menentukan derajat kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa kualifikasi guru di persyaratkan minimal S1/D4. Selanjutnya pada pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa pendidik harus memiliki kualitas akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Komposisi guru di Kabupaten Karanganyar secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5. 
Jumlah Guru dan Pendidikan Guru Kabupaten Karanganyar
 Tahun 2018-2022
	No
	Uraian
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Tutor PAUD
	970
	970
	970
	970
	970

	
	Lulusan ≤SMA/MA
	564
	564
	564
	564
	564

	
	Lulusan Diploma
	136
	136
	136
	136
	136

	
	Lulusan D4/S1
	266
	266
	266
	266
	266

	
	Lulusan S2/S2
	4
	4
	4
	4
	4

	2
	Guru TK
	1.523
	1.880
	1.880
	1.908
	1.908

	
	Lulusan <SLTA
	-
	3
	3
	30
	30

	
	Lulusan SLTA
	594
	411
	411
	254
	254

	
	Lulusan Diploma 1
	48
	18
	18
	8
	8

	
	Lulusan Diploma 2
	94
	40
	40
	29
	29

	
	Lulusan Diploma 3/Sarmud
	38
	52
	52
	43
	43

	
	Lulusan Diploma 4/S1
	747
	1.343
	1.343
	1.532
	1.532

	
	Lulusan S2/S3
	2
	13
	13
	12
	12

	3
	Guru SD
	5.218
	4.507
	4.507
	4.747
	5.847

	
	Lulusan <SLTA
	12
	15
	15
	66
	12

	
	Lulusan SLTA
	197
	68
	68
	97
	205

	
	Lulusan Diploma 1
	10
	27
	27
	4
	4

	
	Lulusan Diploma 2
	244
	109
	109
	41
	44

	
	Lulusan Diploma 3/Sarmud
	83
	66
	66
	26
	20

	
	Lulusan S1
	4.555
	4.168
	4.168
	4.414
	4.008

	
	Lulusan S2/S3
	117
	54
	54
	159
	1554

	4
	Guru  SMP
	2.174
	2.081
	2.081
	1.976
	1.682

	
	Lulusan ≤SLTA
	12
	13
	13
	9
	7

	
	Lulusan PGSLP/Diploma 1
	21
	10
	10
	3
	4

	
	Lulusan Diploma 2
	17
	8
	8
	9
	7

	
	Lulusan Diploma 3/Sarmud
	36
	38
	38
	23
	16

	
	Lulusan Diploma 4/S1
	1.909
	1.810
	1.810
	1.738
	1.497

	
	Lulusan S2
	179
	202
	202
	194
	163

	
	Lulusan S3
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Guru  SMA
	597
	597
	597
	597
	597

	
	Lulusan ≤Diploma 1
	6
	6
	6
	6
	6

	
	Lulusan Diploma 2
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Lulusan Diploma 3/Sarmud
	7
	7
	7
	7
	7

	
	Lulusan Diploma 4/S1
	470
	470
	470
	470
	470

	
	Lulusan S2
	114
	114
	114
	114
	114

	
	Lulusan S3
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Jumlah
	10.482
	10.035
	10.035
	10.198
	11.004


Sumber : Profile Pendidikan Kabupaten Karanganyar 2018-2022

Dari ketersediaan sarana prasarana fisik beserta jumlah guru yang ada tersebut, selanjutnya dapat diketahui rasio-rasio pendidikan di Kabupaten Karanganyar tahun 2022 untuk jenjang pendidikan SD sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.6. 
Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta, Guru dan Murid menurut Kecamatan, Status Guru dan Jenis Kelamin Murid SD (Negeri)
di Kabupaten Karanganyar 
Tahun 2022
	Kecamatan
	Jumlah Sekolah
	Murid
	Guru
	Rata-Rata Murid/Guru
	Rata-Rata Murid/Sekolah

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	JATIPURO
	30
	2.143
	218
	9,83
	71,43

	JATIYOSO
	26
	2.418
	192
	12,59
	93,00

	JUMAPOLO
	28
	2.639
	208
	12,69
	94,25

	JUMANTONO
	29
	3.065
	216
	14,19
	105,69

	MATESIH
	28
	3.608
	258
	13,98
	128,86

	TAWANGMANGU
	30
	3.820
	256
	14,92
	127,33

	NGARGOYOSO
	22
	2.642
	176
	15,01
	120,09

	KARANGPANDAN
	27
	3.640
	235
	15,49
	134,81

	KARANGANYAR
	38
	7.184
	412
	17,44
	189,05

	TASIKMADU
	27
	4.337
	253
	17,14
	160,63

	JATEN
	32
	5.188
	292
	17,77
	162,13

	COLOMADU
	28
	4.014
	248
	16,19
	143,36

	GONDANGREJO
	31
	3.580
	280
	12,79
	115,48

	KEBAKKRAMAT
	31
	4.662
	264
	17,66
	150,39

	MOJOGEDANG
	39
	5.375
	339
	15,86
	137,82

	KERJO
	29
	3.248
	237
	13,70
	112,00

	JENAWI
	25
	2.147
	182
	11,80
	85,88

	KAB. KARANGANYAR
	500
	63.710
	4.266
	14,93
	127,42


Sumber: Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud 2023

Selanjutnya dapat diketahui rasio-rasio pendidikan di Kabupaten Karanganyar tahun 2022 untuk jenjang pendidikan SMP sebagaimana tabel di bawah ini:



Tabel 2.7. 
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid menurut Kecamatan, Status Guru
  dan Jenis Kelamin Murid SLTP (Negeri) di Kabupaten Karanganyar
 Tahun 2022
	Kecamatan
	Jumlah Sekolah
	Murid
	Guru
	Rata-Rata Murid/Guru
	Rata-Rata Murid/Sekolah

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	JATIPURO
	3
	859
	59
	14,56
	286,33

	JATIYOSO
	4
	1.176
	79
	14,89
	294,00

	JUMAPOLO
	4
	1.154
	79
	14,61
	288,50

	JUMANTONO
	3
	1.245
	74
	16,82
	415,00

	MATESIH
	5
	1.107
	83
	13,34
	221,40

	TAWANGMANGU
	5
	1.844
	93
	19,83
	368,80

	NGARGOYOSO
	3
	1.204
	68
	17,71
	401,33

	KARANGPANDAN
	6
	1.798
	109
	16,50
	299,67

	KARANGANYAR
	9
	5.846
	323
	18,10
	649,56

	TASIKMADU
	4
	2.100
	121
	17,36
	525,00

	JATEN
	3
	1.498
	87
	17,22
	499,33

	COLOMADU
	6
	2.765
	159
	17,39
	460,83

	GONDANGREJO
	7
	1.698
	114
	14,89
	242,57

	KEBAKKRAMAT
	5
	1.850
	119
	15,55
	370,00

	MOJOGEDANG
	9
	2.897
	178
	16,28
	321,89

	KERJO
	4
	1.468
	73
	20,11
	367,00

	JENAWI
	4
	1.142
	75
	15,23
	285,50

	KAB. KARANGANYAR
	84
	31.651
	1.893
	16,72
	376,80


Sumber :Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud 2023

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan 2 urusan pemerintahan yaitu Urusan Pendidikan dan Kebudayaan. Pengukuran kinerja pelayanan dari urusan yang dilaksanakan dilakukan setiap tahun, berupa indikator tujuan, sasaran, program, dan kegiatan, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).
Indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Karanganyar memiliki capaian yang terus meningkat. Pada indikator Harapan lama Sekolah capaian tahun 2022 sebesar 13,70 tahun, capaian tersebut masih lebih rendah dari target yang telah ditentukan. Tidak tercapainya target harapan lama sekolah pada tahun 2022 disebabkan karena masih adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah yang diakibatkan salah satunya oleh faktor ekonomi. Oleh karena itu perlunya upaya pemerintah terkait untuk meningkatkan bantuan pendidikan. 
Sedangkan indikator Rata-rata Lama Sekolah, pada tahun 2022 capaiannya sebesar 8,79 tahun, dimana capaian ini melebihi target yang di tentukan. Indikator lain yang menjadi IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dimana pada capaian tahun 2022 sebesar 100%, dan indikator Persentase kelompok seni budaya yang aktif pada tahun 2022 capaiannya sebesar 88,98%.
Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) indikator tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8. 
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
	Indikator Kineja Utama Pemkab
	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
	Satuan
	Target Capaian
	Target Akhir RPJMD

	
	
	
	2021
	2022
	

	
	
	
	Target
	Capaian
	Target
	Capaian 
	

	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
	 Indeks
	 75,90
	 75,99
	76,19
	 77,64
	76,3 

	
	Harapan lama Sekolah 
	Tahun
	13,81
	13,69
	13,87
	13,70
	13,98

	
	Rata-rata Lama Sekolah 
	Tahun
	8,66
	8,57
	8,67
	8,79
	8,71

	Indeks Pembangunan Kebudayaan
	 Indeks
	79
	79
	80
	80 
	80

	
	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 
	%
	88,5
	100
	90
	100
	90

	
	Persentase kelompok seni budaya yang aktif
	%
	13,45
	88,98
	13,6
	88,98
	13,75


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Karanganyar, Diolah

Indikator Kinerja Kunci terdiri dari lima indikator. Pada tahun 2022 indikator yang tidak tercapai yaitu Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (98,85%) dan  Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (84,92%). Masih belum tercapainya tingkat partisipasi dalam PAUD disebabkan masih rendahnya kesadaran orangtua untuk menyekolahkan anak mereka di PAUD. Selain itu jumlah sekolah PAUD yang masih terbatas. Sedangkan masih belum tercapainya partisipasi pendidikan kesetaraan dikarenakan masih banyak anak putus sekolah yang tidak melanjutkan sekolah kembali di kesetaraan. Mereka lebih memilih untuk bekerja karena faktor ekonomi keluarga yang kurang.
[bookmark: _Hlk129478090]Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan hasil capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) indikator tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9. 
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
	No
	Indikator sasaran
	Satuan
	2021
	2022
	Target Akhir RPJMD

	
	
	
	Target
	Capaian
	Target
	Capaian
	

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

	1
	Tingkat    partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi    dalam PAUD
	%
	100
	100
	100
	98,85
	100

	2
	Tingkat    partisipasi warga negara usia 7-12 tahun    yang berpartisipasi    dalam pendidikan dasar
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	Tingkat    partisipasi warga negara usia 13-15    tahun    yang berpartisipasi    dalam pendidikan menengah pertama
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	4
	Tingkat    partisipasi warga negara usia 7-18   tahun    yang berpartisipasi    dalam pendidikan kesetaraan
	%
	100
	100
	100
	84,92
	100

	 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 

	1
	Terlestarikannya Cagar Budaya
	%
	90
	100
	91
	 100
	92


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Karanganyar, Diolah

Dalam   kerangka   upaya   meningkatkan   kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kemajuan dan daya saing, perekonomian daerah, menanggulangi masalah pengangguran serta pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana dan peningkatan produktivitas kerja, secara berkesinambungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah, sedang dan akan terus-menerus menyediakan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan yang diperlukan. Berikut capaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar selengkapnya dapat dilihat pada paparan tabel dibawah ini :
Tabel 2.10. 
Tabel 2.11. 
Capaian Program Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022
	No
	Urusan/Program
	Indikator Program
	Satuan
	Kondisi Tahun 2020
	2021
	2022
	 
	Target Akhir RPJMD

	
	
	
	
	
	Target
	Capaian
	Target
	Capaian
	

	
	URUSAN PENDIDIKAN

	1
	Program Pengelolaan Pendidikan
	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD
	%
	98,36
	88
	98,85
	89,00
	98,85
	92,00

	
	
	Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
	%
	100
	84
	100
	85,00
	100
	87,00

	
	
	Persentase Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
	%
	100
	100
	100
	100,00
	100
	100,00

	
	
	Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartiisipasi dalam pendidikan kesetaraan
	%
	99,04
	100
	100
	100,00
	84,92
	100,00

	2
	Program Pengembangan Kurikulum
	Persentase kurikulum muatan lokal yang diterapkan
	%
	62
	62
	100
	62,00
	100
	65,00

	3
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi standart
	%
	92
	75
	100
	75,00
	100
	75,00

	4
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
	Persentase Lembaga pendidikan yang memiliki izin
	%
	78
	78
	100
	79,00
	100
	80,00

	
	URUSAN KEBUDAYAAN 

	2
	Program Pengembangan Kebudayaan
	Persentase Fasilitasi pengembangan Budaya nasional (nusantara)
	%
	80
	81
	82
	82
	86 
	83

	3
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
	Prosesntase pengembangan kesenian tradisional
	%
	130
	30
	56
	135
	 151
	140

	4
	Program Pembinaan Sejarah
	Prosentase sejarah lokal yg difasilitasi
	%
	20
	20
	34,57
	25
	 35
	27

	5
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
	Persentase Cagar budaya yang dilestarikan (kondisi baik dan terawat)
	%
	90
	90
	100
	91
	 100
	92


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Karanganyar, Data Diolah Tahun 2023

Dalam konteks pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) dan masyarakat (penyelenggara satuan pendidikan, peserta didik, orang tua/wali, dan pihak lain yang peduli terhadap pendidikan). Pemerintah bertanggung jawab atas pendanaan pendidikan dengan mengalokasikan anggaran pendidikan pada APBN maupun APBD. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tetapi sayang, amanat ini dimentahkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI I 2008, anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN maupun APBD, di dalamnya termasuk gaji pendidik. Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode perencanaan sebelumnya digunakan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.
Adapun kondisi anggaran dan realisasi pendanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar yang mengemukakan rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, disajikan pada tabel 2.11.
Tabel di atas menunjukkan bahwa rasio antara realisasi dengan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar pada tahun 2021 sampai tahun 2022 sudah cukup baik, namun belum semua anggaran terserap 100%. Tahun 2022 anggaran yang terserap pada program penunjang urusan pemerintah sebanyak 96,65%; program pengelolaan pendidikan 91,25%; program pengendalian perizinan pendidikan 100%; program pengembangan kebudayaan 99,48%; program pengembangan kesenian tradisional 99,50%; dan program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya 92,85.
Pada dasarnya semua kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 100%, sesuai dengan target yang direncanakan, sedangkan keuangan realisasi tidak terserap 100% dari target yang direncanakan. Permasalahan penyerapan anggaran yang tidak maksimal disebabkan adanya efisensi penggunaan dana pada beberapa kegiatan atau masih kurangnya kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.
Selengkapnya terkait kondisi anggaran dan realisasi pendanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :


Tabel 2.12. 
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022
	PROGRAM/KEGIATAN
	2021
	2022

	
	ANGGARAN 
	REALISASI
	RASIO (%)
	ANGGARAN 
	REALISASI
	RASIO (%)

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH
	589.945.462.900,00
	575.097.546.704,00
	97,48
	601.523.617.144,00
	575.351.315.999,00
	95,65

	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	847.765.400,00
	773.864.300,00
	91,28
	743.023.500,00
	731.976.320,00
	98,51

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	584.551.095.000,00
	571.004.346.390,00
	97,68
	595.957.148.894,00
	569.979.331.260,00
	95,64

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	135.000.000,00
	115.096.900,00
	85,26
	147.500.000,00
	146.760.000,00
	99,50

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	300.000.000,00
	290.058.800,00
	96,69
	360.451.500,00
	328.072.600,00
	91,02

	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.599.377.800,00
	1.479.037.404,00
	92,48
	1.890.330.750,00
	1.842.445.725,00
	97,47

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	1.506.312.500,00
	536.193.680,00
	35,60
	393.562.500,00
	387.767.500,00
	98,53

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	411.148.800,00
	335.636.480,00
	81,63
	519.720.000,00
	441.701.994,00
	84,99

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	594.763.400,00
	563.312.750,00
	94,71
	1.511.880.000,00
	1.493.260.600,00
	98,77

	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	167.708.910.100,00
	154.060.996.101,00
	91,86
	173.767.573.880,00
	158.569.355.850,00
	91,25

	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
	94.219.012.680,00
	86.679.160.219,00
	92,00
	89.384.382.624,00
	80.618.878.295,00
	90,19

	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
	42.800.074.920,00
	38.744.498.982,00
	90,52
	52.329.115.756,00
	47.554.350.054,00
	90,88

	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	21.757.722.500,00
	19.872.691.000,00
	91,34
	21.529.375.500,00
	20.217.806.401,00
	93,91

	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	8.932.100.000,00
	8.764.645.900,00
	98,13
	10.524.700.000,00
	10.178.321.100,00
	96,71

	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
	250.000.000,00
	246.572.500,00
	98,63
	0
	0
	-

	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
	250.000.000,00
	246.572.500,00
	98,63
	0
	0
	-

	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
	60.220.000,00
	39.151.000,00
	65,01
	10.000.000,00
	10.000.000,00
	100,00

	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
	15.420.000,00
	14.831.000,00
	96,18
	0
	0
	-

	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
	44.800.000,00
	24.320.000,00
	54,29
	10.000.000,00
	10.000.000,00
	100,00

	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
	2.291.420.200,00
	2.224.377.900,00
	97,07
	1.668.323.300,00
	1.659.568.300,00
	99,48

	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	354.046.000,00
	352.673.900,00
	99,61
	638.323.300,00
	635.758.300,00
	99,60

	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	1.778.574.200,00
	1.750.075.000,00
	98,40
	930.000.000,00
	924.600.000,00
	99,42

	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	158.800.000,00
	121.629.000,00
	76,59
	100.000.000,00
	99.210.000,00
	99,21

	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
	242.356.300,00
	212.236.300,00
	87,57
	2.799.236.700,00
	2.785.285.700,00
	99,50

	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	242.356.300,00
	212.236.300,00
	87,57
	2.799.236.700,00
	2.785.285.700,00
	99,50

	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
	75.208.500,00
	54.787.200,00
	72,85
	32.440.000,00
	30.120.000,00
	92,85

	Penetapan  Cagar Budaya Peringkat  Kabupaten/Kota
	75.208.500,00
	54.787.200,00
	72,85
	32.440.000,00
	30.120.000,00
	92,85


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Karanganyar, Data Diolah Tahun 2023



2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan
Sasaran pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah
1. Sekolah PAUD, SD dan SMP
2. Kelompok keaksaraan 
3. PKBM 
4. Kelompok Kesenian 
5. Pemerhati Cagar Budaya 
6. Masyarakat 

2.5. Tantangan dan Peluang
a) Tantangan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tentunya banyak terdapat tantangan yang dihadapi. Tantangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari luar dan berpengaruh dalam pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Tantangan dapat berupa target-target yang sebaiknya ditetapkan oleh stakeholder lain, maupun kondisi sosial, ekonomi, serta lingkungan masyarakat yang dihadapi. Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah pada tahun 2024 – 2026 mendatang sebagai berikut:
1) Masih adanya penduduk yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar;
2) Banyaknya penduduk usia sekolah yang memilih sekolah ke daerah diluar Kabupaten Karanganyar, karena menganggap kualitasnya lebih baik;
3) Masyarakat yang terpaksa membayar tinggi biaya pendidikan, memungkinkan munculnya sikap skeptis terhadap program pemerintah dan kekurangan percayaan terhadap kemampuan pemerintah untuk menjamin biaya pendidikan bagi warganya;
4) Banyaknya sekolah negeri dan swasta yang menerapkan biaya pendidikan yang tinggi, sehingga memberikan kesan adanya komersialisasi pendidikan;
5) Adanya masyarakat usia produktif yang belum melek huruf dan bersikap apatis terhadap upaya pemerintah dalam program keaksaraan fungsional;
6) Sikap masyarakat yang “Sekolah Negeri Minded” mempengaruhi upaya peningkatan angka partisipasi sekolah;
7) Masih cukup banyaknya warga Kabupaten yang tergolong miskin, yang menyekolahkan anak-anaknya dan menjadi beban sekolah/pemerintah Kabupaten Karanganyar.

b) Peluang
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Karanganyar memiliki beberapa peluang sebagai berikut:
1) Besarnya perhatian masyarakat terhadap dunia pendidikan;
2) Semakin tingginya perhatian pemangku kepentingan pendidikan di Kabupaten Karanganyar, termasuk adanya dukungan politis dari legislatif terhadap upaya pembangunan pendidikan;
3) Mulai adanya perhatian dan kontribusi nyata dari berbagai pihak terhadap pendidikan, melalui pemberian berbagai bantuan ke sekolah, dalam bentuk bea siswa, perbaikan bangunan, sumbangan buku, dan lain-lain;
4) Kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap partisipasi pendidikan bagi anak usia sekolah;
5) Adanya kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional, Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Karanganyar dalam Akselerasi Wajar Dikdas 9 Tahun;
6) Perhatian dan kontribusi masyarakat terhadap biaya pendidikan di sekolah sudah cukup tinggi;
7) Pemerintah pusat dan Provinsi masih memberikan bantuan biaya pendidikan yang cukup tinggi bagi pembangunan pendidikan di Kabupaten Karanganyar;
8) Masyarakat semakin kritis dan sadar mutu, sehingga muncul lembaga pendidikan swasta yang berkualitas sebagai mitra pemerintah.














BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


3.1   	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Hal tersebut dikarenakan adanya dampak yang signifikan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun pemangku kepentingan pendidikan di masa datang. Perumusan dan identifikasi isu-isu strategis sangat penting sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan daerah yang menjadi prioritas, terarah, dan dapat diimplementasikan serta dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan pendidikan dimaksudkan agar pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mampu menyeimbangkan dengan aspek lingkungan dan aspek pengguna layanan. Isu strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan dan analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lima tahun yang akan datang.
Berdasarkan telaah analisis permasalahan, pendidikan di Kabupaten Karanganyar adalah:
A. Bidang PAUD dan Dikmas
1. Belum semua anak usia 5-6 tahun mengikuti pendidikan anak usia dini;
2. Belum semua PAUD terakreditasi;
3. Kualifikasi guru PAUD belum sesuai SNP;
4. Masih belum semua PKBM terakreditasi;
5. Belum semua masyarakat mengetahui pentingnya keberadaan PKBM untuk menyelesaikan masalah anak tidak sekolah dan anak putus sekolah; dan
6. Masih kurangnya PAUD negeri.

B. Bidang SD
1. Masih ditemukannya ruang kelas dan sekolah yang  rusak sedang dan rusak berat;
2. Masih banyak sekolah yang belum berbasis teknologi;
3. Masih kurangnya kompetensi guru yang memenuhi standard;
4. Belum meratanya distribusi sekolah terkait dengan kebijakan zonasi;
5. Belum variasinya ekstrakulikuler di sekolah; dan
6. Belum terepenuhinya sarpras penunjang.

C. Bidang SMP
1. Masih ditemukannya ruang kelas dan sekolah yang  rusak sedang dan rusak berat;
2. Masih banyak sekolah yang belum berbasis teknologi;
3. Masih kurangnya kompetensi guru yang memenuhi standard;
4. Belum meratanya distribusi sekolah terkait dengan kebijakan zonasi;
5. Belum variasinya ekstrakulikuler di sekolah; dan
6. Belum terepenuhinya sarpras penunjang.

D. Bidang Kebudayaan
1. Belum tersedianya museum;
2. Belum dimilikinya tenaga ahli cagar budaya; dan
3. Masih kurangnya pembinaan kelompok kebudayaan.

Identifikasi permasalahan sesuai dengan tupoksi masing-masing perangkat daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 3.1. 
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar
	Aspek Kajian
	Capaian/Kondisi Saat ini (%)
Tahun 2022
	Standar yang digunakan (%)

	Angka Harapan lama Sekolah
	13
	 13.66

	Angka Rata-rata lama Sekolah
	8
	 8.49

	Angka partisipasi sekolah 
	95,05
	 98,51

	Angka putus sekolah SD/MI
	0,24
	 0,01

	Angka putus sekolah SMP/MTs
	0,34
	 0,14

	Angka melanjutkan
	95,05
	 98,51

	Persentase fasilitas pendidikan  SD/MI dalam kondisi baik
	79
	 79,65

	Persentase fasilitas pendidikan  SMP/MTs dalam kondisi baik
	80
	 86,16

	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yg dilestarikan
	87,7
	 88,80

	Persentase kelompok seni budaya yang aktif
	13,15
	 87,80

	 Nilai SAKIP 
	55
	78,18

	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
	80
	 84.75




Tabel 3.2. 
[bookmark: _Hlk129571180]Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
	No
	Masalah Pokok
	Masalah
	Akar Masalah

	1
	Belum Optimalnya Pemerataan Akses, Mutu, Tata Kelola, Dan Akuntabilitas Pendidikan Dasar.
	Belum Optimalnya Pemerataan Akses, Mutu, Tata Kelola, Dan Akuntabilitas Bidang PAUD dan Dikmas
	Bidang PAUD dan Dikmas

	
	
	
	1. Belum semua anak usia 5-6 tahun mengikuti pendidikan anak usia dini;

	
	
	
	2. Belum semua PAUD terakreditasi;

	
	
	
	3. Kualifikasi guru PAUD belum sesuai SNP;

	
	
	
	4. Masih belum semua PKBM terakreditasi;

	
	
	
	5. Belum semua masyarakat mengetahui pentingnya keberadaan PKBM untuk menyelesaikan masalah anak tidak sekolah dan anak putus sekolah; dan

	
	
	
	6. Masih kurangnya PAUD negeri.

	
	
	Belum Optimalnya Pemerataan Akses, Mutu, Tata Kelola, Dan Akuntabilitas Bidang SD
	Bidang SD

	
	
	
	1. Masih ditemukannya ruang kelas dan sekolah yang  rusak sedang dan rusak berat;

	
	
	
	2. Masih banyak sekolah yang belum berbasis teknologi;

	
	
	
	3. Masih kurangnya kompetensi guru yang memenuhi standard;

	
	
	
	4. Belum meratanya distribusi sekolah terkait dengan kebijakan zonasi;

	
	
	
	5. Belum variasinya ekstrakulikuler di sekolah; dan

	
	
	
	6. Belum terepenuhinya sarpras penunjang.

	
	
	Belum Optimalnya Pemerataan Akses, Mutu, Tata Kelola, Dan Akuntabilitas Bidang SMP
	Bidang SMP

	
	
	
	1. Masih ditemukannya ruang kelas dan sekolah yang  rusak sedang dan rusak berat;

	
	
	
	2. Masih banyak sekolah yang belum berbasis teknologi;

	
	
	
	3. Masih kurangnya kompetensi guru yang memenuhi standard;

	
	
	
	4. Belum meratanya distribusi sekolah terkait dengan kebijakan zonasi;

	
	
	
	5. Belum variasinya ekstrakulikuler di sekolah; dan

	
	
	
	6. Belum terepenuhinya sarpras penunjang.

	
	Belum optimalnya pelestarian/pengelolaan kebudayaan dan seni budaya.
	Belum optimalnya capaian indikator Bidang Kebudayaan
	Bidang Kebudayaan

	
	
	
	1. Belum tersedianya museum;

	
	
	
	2. Belum dimilikinya tenaga ahli cagar budaya; dan

	
	
	
	3. Masih kurangnya pembinaan kelompok kebudayaan.




3.2   Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026
Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar tahun 2024-2026 adalah “Meningkatkan Daya Saing Daerah”, untuk mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut :
1. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong-royongan;
3. Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonoi lokal;
4. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi;
5. Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan.

[bookmark: _Hlk92867855][bookmark: _Toc498070386]Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pendidikan dan Kebudayaan.  Tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar terkait dengan sasaran kedua Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yaitu Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong-royongan dan sasaran ketiga yaitu Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonoi lokal Beberapa faktor penghambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dalam mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 disajikan pada tabel 3.2 berikut ini. 


III-19
Tabel 3.3. [bookmark: _Toc92897848][bookmark: _Toc129270846] 
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Terhadap Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026
	No
	Tujuan dan Sasaran RPD
	Permasalahan Pelayanan 
	Faktor

	
	
	
	Penghambat
	Pendorong

	1
	Tujuan:
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong-royongan
	Bidang PAUD dan Dikmas
1. Belum semua anak usia 5-6 tahun mengikuti pendidikan anak usia dini;
2. Belum semua PAUD terakreditasi;
3. Kualifikasi guru PAUD belum sesuai SNP;
4. Masih belum semua PKBM terakreditasi;
5. Belum semua masyarakat mengetahui pentingnya keberadaan PKBM untuk menyelesaikan masalah anak tidak sekolah dan anak putus sekolah; dan
6. Masih kurangnya PAUD negeri.

Bidang SD
1. Masih ditemukannya ruang kelas dan sekolah yang  rusak sedang dan rusak berat;
2. Masih banyak sekolah yang belum berbasis teknologi;
3. Masih kurangnya kompetensi guru yang memenuhi standard;
4. Belum meratanya distribusi sekolah terkait dengan kebijakan zonasi;
5. Belum variasinya ekstrakulikuler di sekolah; dan
6. Belum terepenuhinya sarpras penunjang.
Bidang SMP
1. Masih ditemukannya ruang kelas dan sekolah yang  rusak sedang dan rusak berat;
2. Masih banyak sekolah yang belum berbasis teknologi;
3. Masih kurangnya kompetensi guru yang memenuhi standard;
4. Belum meratanya distribusi sekolah terkait dengan kebijakan zonasi;
5. Belum variasinya ekstrakulikuler di sekolah; dan
6. Belum terepenuhinya sarpras penunjang.
	1. Masih adanya penduduk yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar;
2. Masyarakat yang terpaksa membayar tinggi biaya pendidikan, memungkinkan munculnya sikap skeptis terhadap program pemerintah dan kekurangan percayaan terhadap kemampuan pemerintah untuk menjamin biaya pendidikan bagi warganya;
3. Sikap masyarakat yang "Sekolah Negeri Minded" mempengaruhi upaya peningkatan angka partisipasi sekolah;
4. Masih cukup banyaknya warga Kabupaten yang tergolong miskin, yang menyekolahkan anak-anaknya dan menjadi beban sekolah/pemerintah Kabupaten Karanganyar.
	1. Besarnya perhatian masyarakat terhadap dunia pendidikan;
2. Semakin tingginya perhatian pemangku kepentingan pendidikan di Kabupaten Karanganyar, termasuk adanya dukungan politis dari legislatif terhadap upaya pembangunan pendidikan;
3. Mulai adanya perhatian dan kontribusi nyata dari berbagai pihak terhadap pendidikan, melalui pemberian berbagai bantuan ke sekolah, dalam bentuk bea siswa, perbaikan bangunan, sumbangan buku, dan lain-lain;
4. Kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap partisipasi pendidikan bagi anak usia sekolah;
5. Adanya kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional, Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Karanganyar dalam Akselerasi Wajar Dikdas 9 Tahun;
6. Perhatian dan kontribusi masyarakat terhadap biaya pendidikan di sekolah sudah cukup tinggi;
7. Pemerintah pusat dan Provinsi masih memberikan bantuan biaya pendidikan yang cukup tinggi bagi pembangunan pendidikan di Kabupaten Karanganyar;

	2
	Tujuan :
Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonoi lokal;
	1. Belum tersedianya museum;
2. Belum dimilikinya tenaga ahli cagar budaya; dan
3. Masih kurangnya pembinaan kelompok kebudayaan.
	1. Masih Kurangnya Kesadaran masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan
	1. Adanya dukungan dari pemerintah terkait perlindungan dan pelestarian budaya.


Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar

3.3   	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
Landasan pembangunan pendidikan di Indonesia dari program pemerintah pusat yaitu NAWA CITA yang menyebutkan bahwa “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong” dicerminkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Di dalam Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mengamanatkan “Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong”. Dilihat dari tiga misi RPJMN yang menyebutkan 1) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; 2) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; dan 3) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Konteks tersebut diacu oleh Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyusun misinya yaitu 1) Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat; 2) Mewujudkan akses yang meluas dan merata; 3) Mewujudkan pembelajaran yang bermutu; 4) Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa; dan 5) Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik. Tujuan dan agenda prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024-2026 diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan akses dan mutu PAUD;
b. Perluasan akses pendidikan dasar yang bermutu;
c. Peningkatan kepastian akses pendidikan menengah yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat;
d. Peningkatan mutu dan kapasitas pendidikan masyarakat;
e. Peningkatan mutu pembelajaran pendidikan dasar dan menengah yang berorientasi pada pembentukan karakter;
f. Peningkatan profesionalisme, pemerataan distribusi serta kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan;
g. Peningkatan jati diri bangsa melalui pelestarian dan diplomasi kebudayaan serta pemakaian bahasa sebagai pengantar pendidikan;
h. [bookmark: page46]Peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik.

Sedangkan sasaran strategis pembangunan Kementrian Pendidikan tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya (kebhinekaan) untuk mendukung terwujudnya karakter dan jatidiri bangsa yang memiliki ketahanan budaya, yang diukur dengan:
(a) Indeks gotong royong di atas 0,55%
(b) Indeks toleransi di atas 0,49%
2. Meningkatnya mata budaya yang dilestarikan
3. Meningkatnya negara yang menjalin hubungan kerjasama dan pertukaran informasi budaya dengan Indonesia
4. Meningkatnya pelayanan publik dan kualitas SDM Bidang kebudayaan
5. Pengembangan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya baik masyarakat maupun dunia usaha
6. Meningkatnya kualitas informasi dan basis data kebudayaan
7. Pelestarian dan pengelolaan warisan budaya benda (cagar budaya)
8. Meningkatnya kepercayaan antarwarga melalui ruang dialog di museum dan cagar budaya
9. Meningkatnya ketersediaan kualitas sumber daya manusia kebudayaan yang tersertifikasi (permuseuman dan pelestarian cagar budaya)
10. Pendataan aset budaya khususnya cagar budaya dan koleksi museum
11. Pembangunan dan revitalisasi museum
12. Penegakkan hukum dalam kewenangan pelaksanaan undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
13. Meningkatnya kepercayaan antarwarga; (antara lain dengan membuka ruang dialog budaya, seni pertunjukan, festival (pengobatan tradisional, kuliner), olahraga masyarakat, permainan tradisional)
14. Pembangunan dan revitalisasi sarana kesenian
15. Pengembangan kreativitas dan produktivitas pelaku seni
16. Meningkatnya ketersediaan kualitas sumber daya manusia kebudayaan yang tersertifikasi
17. Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
18. Pengembangan karakter dan jati diri bangsa melalui materi ajar kesenian untuk menghaluskan budi pakerti siswa
19. [bookmark: page47]Pendataan Aset Budaya khususnya kesenian
20. Pelindungan, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkukuh khasanah budaya bangsa
21. Penguatan Lembaga Adat (Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Komunitas Budaya)
22. Meningkatnya kepercayaan antarwarga antara lain dengan memanfaatkan nilai-nilai tradisional dan dialog dgn masyarakat adat dan kepercayaan terhadap Tuhan YME
23. Pencegahan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
24. Pelindungan, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkukuh khasanah budaya bangsa
25. Meningkatnya peran lembaga keluarga, lembaga adat dan pendidikan dalam internalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa
26. Pendataan aset budaya khususnya kepercayaan dan tradisi
27. Pendidikan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal
28. Pemahaman peningkatan kompetensi SDM tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan
29. Sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelestarian warisan budaya
30. Meningkatnya Pemahaman tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaaan
31. Meningkatnya Kualitas Informasi dan Basis Data Kebudayaan
32. Pengembangan Rumah Budaya Nusantara di dalam negeri
33. Penguatan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal
34. Meningkatnya diplomasi budaya luar negeri
35. Pengembangan pusat kebudayaan di luar negeri
36. Pelestarian dan pengelolaan warisan budaya (benda dan tak benda)
37. Terlaksananya Pengelolaan Koleksi Museum"
38. Meningkatnya Fungsi Museum Sebagai Sarana Edukasi dan Rekreasi
39. Meningkatnya Kajian Pengembangan Permuseuman"
40. [bookmark: page48]Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya
41. Meningkatnya penelitian dan pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan
42. Meningkatnya apresiasi dan promosi karya seni dan karya budaya lainnya
43. Meningkatnya pelestarian karya seni rupa sebagai aset budaya bangsa
44. Pengelolaan Museum Kepresidenan sebagai sarana edukasi dan rekreasi. 

Dengan mencermati misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah periode 2024-2026, bidang pendidikan menjadi prioritas utama pembangunan Jawa Tengah. Hal tersebut sejalan dengan program unggulan pembangunan Jawa Tengah, yaitu Sekolah tanpa sekat; pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK; 
Sekolah tanpa sekat: pendidikan politik warga negara, pelatihan demokrasi dan pemilu, gender, dan pendidikan anti korupsi, dan program magang gubernur untuk SMA/SMK. Pendidikan tanpa sekat merupakan integrasi pendidikan formal, informal, dan non formal sebagai perwujudan bahwa urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:
1. Pencapaian kompetensi peserta didik belum memadai;
2. Belum optimalnya layanan pendidikan;
3. Masih adanya anak tidak mampu secara ekonomi yang mengalami hambatan pendidikan;
4. Belum optimalnya sinergi pembangunan pendidikan dengan sektor tenaga kerja.

Seperti telah dijelaskan pada telaah RPJMD Jawa Tengah 2024-2026, terdapat sasaran pembangunan pendidikan di Jawa Tengah yaitu meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas dengan dua indikator antara lain rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah sasaran dan indikator pembangunan pendidikan tersebut dijabarkan dari rumusan misi pembangunan keempat, yaitu: menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berdudaya dan mencintai lingkungan. 
Pencapaian tujuan pembangunan pendidikan dibutuhkan pengembangan sarana dan prasarana melalui sasaran-sasaran yang akan dicapai pada akhir periode tahun 2023 yang akan datang. Sasaran strategis pembangunan pendidikan yang tercantum pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah  2024-2026 adalah sebagai berikut:
1. [bookmark: page49]Meningkatnya layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja;
2. Peningkatan pendidikan karakter dalam rangka penguatan jati diri daerah (kearifan lokal) dan ketahanan budaya, meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya; 
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah;
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Isu-isu strategis yang teridentifikasi oleh Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyusun Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar 2024-2026. Isu-isu strategis yang tercantum dalam Renstra Dinas Pendidikan Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:
1. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah dan Khusus masih di bawah rata-rata APK Nasional 
2. APK pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus belum merata pada Kab/Kota se Jawa Tengah 
3. Belum Optimalnya Implementasi kurikulum pendidikan menengah dan khusus; 
4. Sarana prasarana dasar dan penunjang pada satuan pendidikan  belum sepenuhnya  sesuai SNP 
5. Rasio guru PNS berbanding jumlah rombel pada satuan pendidikan menengah dan khusus negeri belum terpenuhi;
6. Belum optimalnya pengintegrasian nilai-nilai budaya dengan pendidikan karakter melalui jalur pendidikan khususnya SMA, SMK, SLB 
7. Belum Optimalnya Tata kelola Layanan Pendidikan 

Pencapaian tujuan pembangunan pendidikan dibutuhkan pengembangan sarana dan prasarana melalui sasaran-sasaran yang akan dicapai pada akhir periode tahun 2023 yang akan datang. Sasaran strategis pembangunan pendidikan yang tercantum pada Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:
Tabel 3.4. 
Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Provinsi Jawa Tengah 2024-2026
	Misi
	Tujuan
	Sasaran

	Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya
dan mencintai lingkungan
	Perluasan Akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan SMA/SMK/SLB 

	Meningkatnya layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja 

	
	Penguatan karakter dan ketahanan budaya 


	Peningkatan pendidikan karakter dalam rangka penguatan jati diri daerah (kearifan lokal) dan ketahanan budaya, meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya. 

	
	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah 
	1) Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah 

	
	
	2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah 




Dalam pengembangan strategi pembangunan pendidikan di Jawa Tengah tahun 2024-2026 yang dilandasi oleh misi untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu, pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa, perlu dijelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan pendidikan yang harus disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah diidentifikasi dan dirumuskan. Dalam pemilihan strategi juga mempertimbangkan disparitas antar wilayah, gender, sosial ekonomi, serta antar satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat.





Tabel 3.5. 
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Provinsi terhadap Sasaran Renstra Dinas Pendidikan 
Kabupaten Karanganyar dan Renstra Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan
	No
	Indikator Kinerja
	Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Provinsi (2018)
	Sasaran pada Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar (2022)
	Sasaran pada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2018)

	1
	Angka melek huruf penduduk usia 15-59 tahun
	-
	99,97
	97,29

	2
	APK PAUD usia 3-6 tahun
	80,00
	75,50
	75,10

	3
	APK SD/MI/Paket A
	109,25
	116,88
	99,92%

	4
	APK SMP/MTs/Paket B
	100,60
	111,08
	83,61%

	5
	APM SD/MI/Paket A
	100,00
	107,92
	84,52%

	6
	APM SMP/MTs/Paket B
	80,00
	97,43
	73,70%

	7
	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun
	-
	8.60
	8,7 

	8
	Angka putus sekolah SD
	0,05
	0,01
	1,04

	9
	Angka putus sekolah SMP
	0,10
	0,04
	1,14

	10
	Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B
	100,00
	100,00
	78,00%

	11
	Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B
	100,00
	100,00
	75,00%

	12
	Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM
	70,50
	80
	61,46%

	13
	Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM
	80,75
	87
	75,25%

	14
	Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB minimal 6.5
	7,15
	7,0
	7,0

	15
	Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB minimal 6.5
	6,90
	6,8
	7,0

	16
	Indeks pembangunan kebudayan nasional 
	-
	60
	52.49




Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja yang ada pada sasaran Renstra pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar dapat dibandingkan dan disandingkan dengan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Indikator kinerja berdasarkan analisis Renstra nasional, Provinsi Jawa Tengah dan daerah Kabupaten Karanganyar mencakup pendidikan formal maupun non formal dengan jenjang Pendidikan PAUD, Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Paket A, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Paket B, Rasio anak yang mengikuti pendidikan jenjang SD/MI, Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2018 adalah sebesar 107,92% lebih tinggi dibandingkan dengan nasional yang hanya 84,52% dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 100%. Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD/MI di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2018 adalah sebesar 116,88% lebih tinggi jika dibandigkan dengan provinsi yang mencapai 109,25%. Persentase peserta didik yang putus sekolah tingkat SD/MI relatif rendah yaitu 0,01% lebih rendah dari provinsi yang mencapai 0,05% maupun nasional yang mencapai 1,04%. Kondisi bangunan sekolah SD/MI (ruang kelas) yang dalam kategori baik adalah sebesar 70,50%. Angka kelulusan UAS dan UN SD/MI pada tahun 2018 adalah 100% sama dengan dengan provinsi sebesar 100%.
Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP/MTs di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2018 adalah sebesar 97,43% lebih tinggi dibandingkan dengan nasional yang hanya 73,70% dan lebih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 80,00%. Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP/MTs di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2018 adalah sebesar 111,08% lebih tinggi jika dibandigkan dengan provinsi yang mencapai 100,60% dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasional yaitu sebesar 83,61%. Persentase peserta didik SMP/MTs yang putus sekolah pada tahun 2018 sebesar 0,04%, lebih rendah dibandingkan dengan provinsi sebesar 0,10% dan nasional sebesar 1,14%. Kondisi bangunan sekolah (ruang kelas) SMP/MTs yang dalam kondisi baik pada tahun 2018 sebesar 80,75%. Sedangkan angka kelulusan jenjang SMP/MTs tahun 2018 sebanyak 100% sama dengan tingkat provinsi sebesar 100%.



3.4 	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Karanganyar secara administratif terdiri dari 17 Kecamatan dan 177 Desa dan Kelurahan.Kawasan yang sudah berkembang pesat adalah wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Kota Surakarta dan di sekitar Kota Karanganyar. Wilayah pedesaan saat ini masih lebih berperan sebagai Hinterland dari perkotaan dengan kondisi sosial ekonomi yang lebih rendah dari pada perkotaan terutama wilayah perkotaan dengan daerah-daerah. Upaya pembangunan pedesaan dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam segala bidang terutama infrastruktur pembagian kawasan agropolitan sudah mulai dilakukan dalam rangka mengurangi tekanan urbanisasi dan peningkatan sinergitas pembangunan desa – kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Wilayah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan agropolitan adalah wilayah Jenawi, Ngargoyoso, Tawangmangu, Karangpandan, Matesih (Kawasan Agropolitan Sutho madansih).
Kabupaten Karanganyar telah menetapkan Perda no 2 th 1999 tentang RTRW di Kabupaten Karanganyar Perda no 6 th 2003 tentang perubahan kesatu atas RTRW Kabupaten Karanganyar dengan jangka waktu 10 th (1999-2009). Tata Ruang sesuai dengan RTRW tersebut di atas Kabupaten Karanganyar terdiri 19.906 ha. (25,78%) sebagai kawasan lindung, 57.314 ha. (74,22%) sebagai kawasan budidaya. Pertumbuhan penduduk di berbagai kawasan di Kabupaten Karanganyar telah mendorong berbagai pemenuhan akan ruang, khususnya untuk permukiman dan perumahan. Hal ini dapat mendorong berkurangnya lahan- lahan pertanahan dan hutan beralih fungsi sebagai lahan-lahan untuk permukiman dan kegiatan budidaya lainnya. Kondisi tersebut memerlukan keseimbangan dan konsistensi terhadap pemanfaat ruang ke depan, sehingga beberapa aspek penataan ruang perlu mendapatkan perhatian untuk 20 tahun ke depan, antara lain peningkatan fungsi kawasan lindung, kawasan-kawasan rawan bencana alam, kawasan budidaya, kawasan berkembang pesat. Struktur ruang di Kabupaten Karanganyar terdiri dari kota-kota dan desa-desa sebagai pusat pertumbuhan berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 1999 tentang RT RW Kabupaten Karangannyar maka Karanganyar terdiri dari: 
a. SWP I terdiri dari Kecamatan Karanganyar, Tasikmadu, Mojogedang, yang dikembangkan pemerintahan, pendidikan, perumahan, kesehatan, perdagangan, peternakan dan pertanian. 
b. SWP II terdiri dari Kecamatan Jaten dan Kebakkramat, yang dikembangkan industri, perhubungan, perdagangan, peternakan dan pertanian. 
c. SWP III terdiri dari Kecamatan Karangpandan, Matesih dan Kerjo, yang dikembangkan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan perdagangan. 
d. SWP IV terdiri dari Tawangmangu, Ngargoyoso dan Jenawi, yang dikembangkan pariwisata, pertanian dan hortikultura. 
e. SWP V terdiri dari Kecamatan Jatipuro, Jatiyoso. Jumapolo dan Jumantono yang dikembangkan pertanian tanaman pangan, peternakan, perdagangan, pengairan dan industri kecil. 
f. SWP VI terdiri dari Kecamatan Colomadu, yang dikembangkan pendidikan, perumahan, perhubungan, perdagangan dan perikanan. 
g. SWP VII terdiri dari Kecamatan Gondangrejo, yang dikembangkan industri, perumahan dan perhubungan. 

3.5 	Penentuan Isu-isu Strategis
Penentuan isu-isu strategis pembangunan pendidikan di Kabupaten Karanganyar tahun 2024-2026 didasarkan pada hasil telaah mengenai kondisi pendidikan dan identifikasi permasalahan pembangunan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Penentuan isu-isu strategis Kabupaten Karanganyar disusun untuk pembenahan dan dipertahankan. Berdasarkan telaah analisis permasalahan, isu strategis pendidikan di Kabupaten Karanganyar. Maka isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar adalah :
1. Belum Optimalnya Pemerataan Akses, Mutu, Tata Kelola, Dan Akuntabilitas Pendidikan Dasar.
2. Belum optimalnya pelestarian/pengelolaan kebudayaan dan seni budaya. 





BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN


Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025, maka tujuan pembangunan Tahun 2024-2026 adalah “Meningkatkan Daya Saing Daerah”. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan, antara lain :
1. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan.
3. Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal.
4. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi.
5. Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan.

Tabel 4.1. 
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Daerah 
RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026
	Tujuan
	Indikator 
	Sasaran 
	Indikator 

	1
	2
	3
	4

	Meningkatkan Daya Saing Daerah
	Indeks Daya Saing Daerah
	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial
	Angka Kemiskinan

	
	
	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

	
	
	[bookmark: _Hlk146869858]Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal
	Pertumbuhan Ekonomi

	
	
	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi
	Indeks Reformasi Birokrasi 

	
	
	Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan 
	Indeks Resiko Bencana 


4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar selama Tahun 2024-2026, dijabarkan sebagai berikut:
1. Tujuan : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan.
Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :
1) Meningkatnya kualitas pendidikan dasar.

2. Tujuan : Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal.
1) Meningkatknya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan.  

3. Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi.
Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :
1) Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan.




IV-6
Tabel 4.2. 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar 
	No
	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Tujuan/Sasaran
	Satuan
	Kondisi Awal
	Target Capaian Tahun
	Kondisi Akhir

	
	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	1
	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan.
	
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	Nilai
	76,58
	76,30
	77,20
	77,40
	77,68
	77,68

	
	
	Meningkatnya kualitas pendidikan  dasar

	Harapan Lama Sekolah
	Tahun
	13,7
	13,98
	13,5
	13,6
	13,7
	13,7

	
	
	
	Rata rata Lama Sekolah
	Tahun
	8,79
	8,71
	8,45
	8,5
	8,55
	8,55

	2
	Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonoi lokal
	
	Pertumbuhan Ekonomi
	%
	5,87
	5,90
	6,00
	6,15
	6,20
	6,20

	
	
	Meningkatknya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan  
	Indeks Pembangunan Kebudayaan
	Indeks
	70
	80
	72
	73
	74
	74

	3
	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat
Reformasi Birokrasi
	
	Indek Reformasi Birokrasi
	Nilai
	63
	64
	72
	73
	75
	75

	
	
	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan
	Nilai SAKIP OPD
	Nilai
	78
	78
	78
	78
	78,20
	78,20





4.2. Pohon Kinerja (Cascading) Tujuan dan Sasaran
Pelaksanaan subkegiatan, kegiatan dan program semua Perangkat Daerah muaranya adalah tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu semua rencana kerja perangkat daerah harus mengacu / mendasarkan pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Keterkaitan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) dengan Rencana Pemerintah Daerah (RPD) adalah terletak pada sasaran dan program prioritas daerah. Sasaran daerah harus menjadi tujuan utama atau dasar penentuan tujuan daerah dan dilaksanakan dengan program-program yang sama (sesuai RPD). Secara singakta dapat digambarkan sebagai flowchart berikut :
SUB KEGIATAN
KEGIATAN
PROGRAM
SASARAN
TUJUAN




Pohon kinerja daerah digambarkan dengan keterkaitan/ pengaruh /akibat dari dilaksanakannya program yang tepat sasaran. Memang tidak semua program terkait langsung dengan sasaran daerah, sehingga ada program prioritas atau strategis dan program-program pendukung. Secara singkat pohon kinerja digambarkan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 4.3. 
[bookmark: _Hlk132808948]Keselarasan Tujuan dan Sasaran OPD dengan RPD 
Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 
	Tujuan RPD
	Sasaran RPD/TUJUAN OPD
	SASARAN OPD
	Indikator Sasaran OPD

	Meningkatkan Daya Saing Daerah
	Sasaran 1
Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial.
	
	

	
	Sasaran 2
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan.
	Meningkatnya kualitas pendidikan  dasar
	1. Angka partisipasi kasar pendidikan dasar  (SD SMP)
2. Harapan Lama Sekolah
3. Rata rata Lama Sekolah

	
	Sasaran 3
Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal.
	Meningkatknya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan  
	Indeks Pembangunan Kebudayaan

	
	Sasaran 4
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi.
	Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi
	Nilai SAKIP OPD

	
	Sasaran 5
Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan.
	
	



Tabel 4.4. 
Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPD dengan Program OPD
Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 
	Tujuan RPD 

	Sasaran RPD

	PROGRAM PRIORITAS / STRATEGIS OPD

	Meningkatkan Daya Saing Daerah
	Sasaran 1
Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial
	

	
	Sasaran 2
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan 
	Urusan Pendidikan :
1) Program Pengelolaan Pendidikan
2) Program Pengembangan Kurikulum
3) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
4) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan


	
	Sasaran 3
Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal
	Urusan Kebudayaan :
1) Program Pengembangan Kebudayaan
2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
3) Program Pembinaan Sejarah
4) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

	
	Sasaran 4
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi
	
1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota


	
	Sasaran 5
Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan
	




Tabel 4.5. 
Keselarasan Sasaran OPD, Program, Kegiatan dan Subkegiatan
	Sasaran OPD
	Program
	Kegiatan
	Subkegiatan

	1. Meningkatnya kualitas pendidikan dasar
	1) Program Pengelolaan Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
	· Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
· Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
· Pembangunan Perpustakaan Sekolah
· Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
· Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
· Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
· Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
· Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
· Pengadaan Mebel Sekolah
· Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
· Pengadaan Perlengkapan Sekolah
· Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
· Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
· Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
· Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
· Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
· Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
· Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
· Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
· Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
· Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
· Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar
· Pemeliharaan Mebel Sekolah
· Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar
· Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
· Pengembangan konten digital untuk pendidikan
· Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
· Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 
· Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
· Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
· Penyediaan infrastruktur TIK
· Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
· Penataan Ruang/Sudut Baca
· Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
· Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
· Pembangunan Ruang Kelas Baru
· Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
· Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
· Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
· Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

	
	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
	· Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
· Pembangunan Perpustakaan Sekolah
· Pembangunan Laboratorium
· Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
· Pembangunan Fasilitas Parkir
· Pembangunan Kantin Sekolah
· Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
· Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
· Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
· Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
· Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
· Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
· Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
· Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir
· Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah
· Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
· Pengadaan Mebel Sekolah
· Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
· Pengadaan Perlengkapan Sekolah
· Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
· Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
· Perlengkapan Belajar Peserta Didik
· Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
· Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
· Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
· Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
· Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
· Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
· Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
· Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU
· Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah
· Pemeliharaan Mebel Sekolah
· Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama
· Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
· Pengembangan konten digital untuk pendidikan
· Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
· Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 
· Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
· Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
· Penataan Ruang/Sudut Baca
· Penyediaan infrastruktur TIK
· Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
· Pembangunan Ruang Kelas Baru
· Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
· Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
· Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
· Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah
· Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

	
	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	· Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
· Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
· Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
· Pengadaan Mebel PAUD
· Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD
· Pengadaan Perlengkapan PAUD
· Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
· Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
· Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
· Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
· Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
· Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
· Pengelolaan Dana BOP PAUD
· Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
· Pemeliharaan Mebel Sekolah
· Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
· Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
· Pengembangan konten digital untuk pendidikan
· Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
· Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 
· Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
· Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
· Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
· Pembangunan Ruang Kelas Baru
· Penyediaan infrastruktur TIK
· Penataan Ruang/Sudut Baca
· Pembangunan Perpustakaan Sekolah
· Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik
· Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
· Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
· Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
· Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
· Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
· Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
· Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

	
	
	Pengelolaan Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan
	· Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan
· Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
· Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan
· Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
· Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
· Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
· Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
· Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
· Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
· Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
· Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
· Pengembangan konten digital untuk pendidikan
· Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
· Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 
· Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
· Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi
· Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
· Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
· Penyediaan infrastruktur TIK
· Penataan Ruang/Sudut Baca
· Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik
· Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
· Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
· Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
· Pembangunan Ruang Kelas Baru
· Pengadaan Perlengkapan Sekolah
· Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
· Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
· Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium
· Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
· Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
· Pembangunan Ruang Laboratorium
· Pengadaan Mebel Sekolah
· Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
· Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

	
	2) Program Pengembangan Kurikulum
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
	· Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
· Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
· Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar
· Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar
· Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar

	
	
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
	· Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
· Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
· Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
· Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

	
	3) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan    Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
	· Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
· Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

	
	4) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
	· Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

	
	
	Penerbitan  Izin  PAUD  dan  Pendidikan  Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
	· Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

	2. Meningkatknya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan
	5) Program Pengembangan Kebudayaan
	Pengelolaan   Kebudayaan   yang   Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	· Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
· Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

	
	
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya       dalam Daerah Kabupaten/Kota
	· Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
· Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
· Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan

	
	
	Pembinaan   Lembaga   Adat   yang   Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	· Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
· Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
· Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat

	
	6) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	· Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
· Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
· Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

	
	7) Program Pembinaan Sejarah
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	· Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
· Penyediaan Sarana  dan  Prasarana  Pembinaan Sejarah
· Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah

	
	8) Program  Pelestarian  Dan  Pengelolaan Cagar Budaya
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
	· Penetapan Cagar Budaya

	
	
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
	· Pengembangan Cagar Budaya

	
	
	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	· Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota
· Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota

	3. Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi
	9) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabu paten/ Kota
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	· Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
· Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
· Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
· Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
· Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
· Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
· Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

	
	
	Administratif keuangan Perangkat Daerah
	· Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 
· Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
· Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
· Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
· Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
· Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
· Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
· Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

	
	
	Administrasi      Barang      Milik      Daerah      pada Perangkat  Daerah
	· Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
· Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
· Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
· Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
· Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
· Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
· Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

	
	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	· Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
· Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
· Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
· Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
· Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
· Pemulangan Pegawai yang Pensiun
· Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
· Pemindahan Tugas ASN
· Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
· Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
· Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

	
	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	· Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
· Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
· Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
· Penyediaan Bahan Logistik Kantor
· Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
· Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
· Penyediaan Bahan/Material
· Fasilitasi Kunjungan Tamu
· Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
· Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
· Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

	
	
	Pengadaan   Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	· Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
· Pengadaan Mebel
· Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
· Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
· Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

	
	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	· Penyediaan Jasa Surat Menyurat
· Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
· Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
· Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	
	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerinthan Daerah

	· Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
· Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
· Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
· Pemeliharaan Mebel
· Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
· Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
· Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
· Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
· Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya


  
 



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


5.1.  Strategi
Strategi pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar ditetapkan melalui analisis lingkungan, yang dibagi kedalam dua lingkup likungan, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan Internal terdiri dari analisis Kekuatan dan Kelemahan, sedangkan lingkungan eksternal terdiri dari analisis Peluang dan Ancaman. 

Lingkungan Internal:
	Strength (Kekuatan)
	
	Weakness (Kelemahan)

	Indeks Pendidikan (Rata-rata lama Sekolah & Angka Harapan Lama Sekolah) sebagai variable IPM mengalami kenaikan yang cukup signifikan;
	
	Rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat SMP;

	Rata-rata diatas 95% bangunan sekolah di Kabupaten Karanganyar dalam kondisi baik;
	
	Belum berjalan secara baik sistem akuntabilitas kinerja bidang pendidikan;

	Keberpihakan anggaran pendidikan yang cukup besar dari pemerintah.
	
	Belum optimalnya singkronisasi kinerja antar bidang dalam kerangka kinerja pembangunan bidang pendidikan


Lingkungan Eksternal:
	Opportunity (Peluang)
	
	Threat (Ancaman)

	Revolusi kharakter bangsa melalui penguatan kurikulum berbasis pendidikan kharakter; dan metode pendidikan inklusif;
	
	Pemenuhan sarana dan prasarana dasar sesuai dengan SPM wajib pelayanan dasar bidang pendidikan pada semua jenjang pendidikan;

	Pemerataan kesenjangan pendidikan antara penduduk miskin dan penduduk kaya dan akses pendidikan bagi daerah pinggiran
	
	Kondisi geografis dapat mempengaruhi akses layanan Pendidikan di Kabupaten Karanganyar

	Perwujudan tata kelola birokrasi dan pelayanan pendidikan yang bermutu dan akuntabel;
	
	Kurang dukungan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa melalui aktivitas pendidikan

	Dukungan pemerintah pusat dan provinsi terhadap peningkatan rasio lulusan pendidikan dasar (SD dan SMP)
	
	Semakin menipisnya kecintaan masyarakat terhadap seni budaya jawa


Pendekatan atau analisis yang digunakan untuk kondisi lingkungan diatas adalah SWOT, analisis tersebut tersaji dalan kuadran SWOT dibawah ini:

	Strategi S-O
	
	Strategi W-O

	Penguatan kualitas dan kuantitas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah berbasis pendidikan inklusif
	
	Percepatan pemenuhan kebutuhan kelembagaan dan instrumen proses bisnis pelayanan pendidikan melalui penguatan SIMDA dan Kerjasama bidang Pendidikan

	
	
	Meningkatkan APM dan APK tingkat SD dan SMP melalui penggalakan program wajib belajar 9 tahun

	Strategi S-T
	
	Strategi W-T

	Menumbuhkan budaya dan minat baca masyarakat melalui kebijakan-kebiajkan yang inovatif dengan mendorong terciptanya mekanisme monitoring dan evaluasi serta manajemen data yang tersetruktur dan terintegrasi.  
	
	Peningkatan kualitas dan kuantitas kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan melalui pendidikan, pelatihan dan pemenuhan kesejahteraan dasar aparatur pendidikan.

	Dengan anggaran pendidikan yang cukup besar sebagaian untuk pembinaan dan pengembangan seni budaya melalui pendidikan
	
	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan kepada daerah yang memiliki akses keterjangkauan yang minim

	
	
	Menumbuh kembangkan kelompok seni dan budaya di kalangan masyarakat



5.2.  Arah Kebijakan
Relasi hubungan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:
Tabel 5.1. 
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026
	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Kebijakan

	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotongroyongan
	Meningkatnya kualitas pendidikan  dasar

	Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan, budaya literasi, dan mendorong pemenuhan SPM bidang pendidikan.
	Peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan dalam rangka perwujudan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, dan mengurangi jumlah anak usia sekolah tidak sekolah serta perwujudan sekolah inklusi;

	Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonoi lokal 
	Meningkatknya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan  

	Meningkatkan daya saing perekonomian melalui peningkatan daya tarik wisata berdasarkan kebudayaan dan potensi daerah.
	Optimalisasi potensi lokal dan kebudayaan dalam meningkatkan potensi ekonomi daerah.

	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat
Reformasi Birokrasi
	Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat
Reformasi Birokrasi
	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui peningkatan akuntabilitas, kinerja perangkat daerah, meningkatkan kualitas pengawasan, kualitas SPIP, penguatan kualitas pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas pegawai, kompetensi ASN, peningkatan kedisiplinan ASN, penataan kelembagaan, meningkatkan kualitas tata kelola SPBE, memperkuat jaringan komunikasi, meningkatkan kualitas satu data, meningkatkan keamanan informasi daerah, meningkatkan kualitas arsip daerah.
	1. Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas ASN, implementasi Satu Data dan Electronic Government (E-Gov) dan keamanan informasi daerah;
2. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan dan Optimalisasi pengelolaan aset daerah;
3. Peningkatan pengelolaan arsip digital;
4. Peningkatan kualitas sektor pelayanan publik dan kewilayahan;
5. Peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan pembangunan untuk mengurangi kesalahan administrasi dan penyalahgunaan anggaran pembangunan;




V-3
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 
SERTA PENDANAAN

[bookmark: page74]Sebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra yang telah ditetapkan, maka penjabaran strategi pembangunan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan perlu dilakukan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh instansi atau beberapa instansi terkait dalam rangka melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program dan kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran renstra.
Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
A. Non Urusan Pemerintahan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administratif keuangan Perangkat Daerah
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
5) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
6) Pemulangan Pegawai yang Pensiun
7) Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
8) Pemindahan Tugas ASN
9) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
11) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7) Penyediaan Bahan/Material
8) Fasilitasi Kunjungan Tamu
9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
11) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2) Pengadaan Mebel
3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerinthan Daerah
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
4) Pemeliharaan Mebel
5) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
8) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Urusan Pendidikan
1. Program Pengelolaan Pendidikan
a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
1) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
2) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
3) Pembangunan Perpustakaan Sekolah
4) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
5) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
6) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
7) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
8) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
9) Pengadaan Mebel Sekolah
10) Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
11) Pengadaan Perlengkapan Sekolah
12) Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
13) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
14) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
15) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
16) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
17) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
18) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
19) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
20) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
21) Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
22) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar
23) Pemeliharaan Mebel Sekolah
24) Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar
25) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
26) Pengembangan konten digital untuk pendidikan
27) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
28) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 
29) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
30) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
31) Penyediaan infrastruktur TIK
32) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
33) Penataan Ruang/Sudut Baca
34) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
35) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
36) Pembangunan Ruang Kelas Baru
37) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
38) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
39) Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
40) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
2) Pembangunan Perpustakaan Sekolah
3) Pembangunan Laboratorium
4) Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
5) Pembangunan Fasilitas Parkir
6) Pembangunan Kantin Sekolah
7) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
8) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
9) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
10) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
11) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
12) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
13) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
14) Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir
15) Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah
16) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
17) Pengadaan Mebel Sekolah
18) Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
19) Pengadaan Perlengkapan Sekolah
20) Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
21) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
22) Perlengkapan Belajar Peserta Didik
23) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
24) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
25) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
26) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
27) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
28) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
29) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
30) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU
31) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah
32) Pemeliharaan Mebel Sekolah
33) Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama
34) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
35) Pengembangan konten digital untuk pendidikan
36) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
37) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 
38) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
39) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
40) Penataan Ruang/Sudut Baca
41) Penyediaan infrastruktur TIK
42) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
43) Pembangunan Ruang Kelas Baru
44) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
45) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
46) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
47) Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah
48) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
2) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
3) Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
4) Pengadaan Mebel PAUD
5) Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD
6) Pengadaan Perlengkapan PAUD
7) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
8) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
9) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
10) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
11) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
12) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
13) Pengelolaan Dana BOP PAUD
14) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
15) Pemeliharaan Mebel Sekolah
16) Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
17) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
18) Pengembangan konten digital untuk pendidikan
19) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
20) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 
21) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
22) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
23) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
24) Pembangunan Ruang Kelas Baru
25) Penyediaan infrastruktur TIK
26) Penataan Ruang/Sudut Baca
27) Pembangunan Perpustakaan Sekolah
28) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik
29) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
30) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
31) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
32) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
33) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
34) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
35) Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

d. Pengelolaan Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan
1) Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan
2) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
3) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan
4) Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
5) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
6) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
7) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
8) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
9) Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
10) Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
11) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
12) Pengembangan konten digital untuk pendidikan
13) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
14) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 
15) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
16) Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi
17) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
18) Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
19) Penyediaan infrastruktur TIK
20) Penataan Ruang/Sudut Baca
21) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik
22) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
23) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
24) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
25) Pembangunan Ruang Kelas Baru
26) Pengadaan Perlengkapan Sekolah
27) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
28) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
29) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium
30) Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
31) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
32) Pembangunan Ruang Laboratorium
33) Pengadaan Mebel Sekolah
34) Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
35) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

2. Program Pengembangan Kurikulum
a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
1) Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
2) Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
3) Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar
4) Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar
5) Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar

b. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal
1) Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
2) Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
3) Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
4) Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
	
3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan       Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan
1) Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan
2) Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan
	
4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
a. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1) Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

b. Penerbitan   Izin   PAUD   dan   Pendidikan   Non-Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1) Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
	
C. Urusan Kebudayaan
1. Program Pengembangan Kebudayaan
a. Pengelolaan     Kebudayaan     yang     Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
2) Pembinaan  Sumber  Daya  Manusia,  Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
b. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya       dalam Daerah Kabupaten/Kota
1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
2) Pembinaan Sumber  Daya  Manusia,  Lembaga, dan Pranata Tradisional
3) Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
c. Pembinaan   Lembaga   Adat   yang   Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
2) Pembinaan Sumber  Daya  Manusia,  Lembaga, dan Pranata Adat
3) Penyediaan Sarana  dan  Prasarana  Pembinaan Lembaga Adat
	
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
a. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
1) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
2) Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
3) Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
	
3. Program Pembinaan Sejarah
a. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
2) Penyediaan Sarana  dan  Prasarana  Pembinaan Sejarah
3) Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
	

4. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
a. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
1) Penetapan Cagar Budaya

b. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
1) Pengembangan Cagar Budaya

c. Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1) Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota
2) Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota
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Tabel 6.1. 
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar 
Tahun 2024-2026	
	TUJUAN OPD
	INDIKATOR TUJUAN OPD
	SASARAN OPD
	INDIKATOR SASARAN OPD
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/
PROGRAM/
KEGIATAN/SUB KEGIATAN 
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/
KEGIATAN/
SUB KEGIATAN
	SATUAN
	2024
	2025
	2026
	TARGET AKHIR RPD

	
	
	
	
	
	
	
	T
	 Rp 
	T 
	 Rp 
	T
	 Rp 
	T 
	 Rp 

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	 
	 
	 
	 
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi
	Indeks Reformasi Birokrasi 
	 
	 
	 
	 
	Indeks
	72
	 
	73
	 
	75
	 
	75
	 

	 
	 
	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan
	Nilai SAKIP OPD
	 
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
	Nilai
	78,00
	    596.000.000.000,00 
	78,00
	     596.500.000.000,00 
	78,20
	    597.000.000.000,00 
	78,20
	     1.789.500.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya
	%
	80
	    596.000.000.000,00 
	80,15
	     596.500.000.000,00 
	80,30
	    597.000.000.000,00 
	80,30
	     1.789.500.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	% 
	 100
	        1.170.000.000,00 
	 100
	         1.170.000.000,00 
	100
	        1.170.000.000,00 
	100
	            3.510.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 
	Dokumen
	1
	            375.000.000,00 
	1
	              375.000.000,00 
	1
	             375.000.000,00 
	3
	              1.125.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Dokumen
	1
	            150.000.000,00 
	1
	              150.000.000,00 
	1
	             150.000.000,00 
	3
	                 450.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	Dokumen
	1
	            150.000.000,00 
	1
	              150.000.000,00 
	1
	             150.000.000,00 
	3
	                 450.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
	Dokumen
	1
	              30.000.000,00 
	1
	                30.000.000,00 
	1
	               30.000.000,00 
	3
	                   90.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
	Dokumen
	1
	              50.000.000,00 
	1
	                50.000.000,00 
	1
	               50.000.000,00 
	3
	                 150.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Laporan
	2
	            265.000.000,00 
	2
	              265.000.000,00 
	2
	             265.000.000,00 
	6
	                 795.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Laporan
	1
	            150.000.000,00 
	1
	              150.000.000,00 
	1
	             150.000.000,00 
	3
	                 450.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Administratif keuangan Perangkat Daerah
	 Cakupan Administrasi Keuangan yang disediakan
	% 
	 80
	    584.460.000.000,00 
	 90
	     584.720.000.000,00 
	90
	    584.980.000.000,00 
	90
	     1.754.160.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	Orang/Bulan
	5.684
	      583.620.000.000,00 
	5.704
	        583.880.000.000,00 
	5.724
	      584.140.000.000,00 
	17.112
	        1.751.640.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Dokumen
	1
	            250.000.000,00 
	1
	              250.000.000,00 
	1
	             250.000.000,00 
	3
	                 750.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Dokumen
	1
	              50.000.000,00 
	1
	                50.000.000,00 
	1
	               50.000.000,00 
	3
	                 150.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
	Dokumen
	2
	              40.000.000,00 
	2
	                40.000.000,00 
	2
	               40.000.000,00 
	6
	                 120.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Laporan
	1
	            150.000.000,00 
	1
	              150.000.000,00 
	1
	             150.000.000,00 
	3
	                 450.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
	Dokumen
	1
	            150.000.000,00 
	1
	              150.000.000,00 
	1
	             150.000.000,00 
	3
	                 450.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Laporan
	12
	            150.000.000,00 
	12
	              150.000.000,00 
	12
	             150.000.000,00 
	36
	                 450.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 
	Dokumen
	1
	              50.000.000,00 
	1
	                50.000.000,00 
	1
	               50.000.000,00 
	3
	                 150.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	 Cakupan Barang Milik Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik (terdaftar, kondisi baik, jelas lokasinya)
	 ^
	 80
	           575.000.000,00 
	 80
	            575.000.000,00 
	 80
	           575.000.000,00 
	80 
	            1.725.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
	Dokumen
	1
	            100.000.000,00 
	1
	              100.000.000,00 
	1
	             100.000.000,00 
	3
	                 300.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
	Dokumen
	1
	              50.000.000,00 
	1
	                50.000.000,00 
	1
	               50.000.000,00 
	3
	                 150.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
	Laporan
	1
	            150.000.000,00 
	1
	              150.000.000,00 
	1
	             150.000.000,00 
	3
	                 450.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
	Laporan
	1
	            100.000.000,00 
	1
	              100.000.000,00 
	1
	             100.000.000,00 
	3
	                 300.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Laporan
	1
	            100.000.000,00 
	1
	              100.000.000,00 
	1
	             100.000.000,00 
	3
	                 300.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Laporan
	1
	              50.000.000,00 
	1
	                50.000.000,00 
	1
	               50.000.000,00 
	3
	                 150.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
	Dokumen
	1
	              25.000.000,00 
	1
	                25.000.000,00 
	1
	               25.000.000,00 
	3
	                   75.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	 Persentase penempatan aparatur yang sesuai kompetensi
	% 
	 80
	        2.790.000.000,00 
	 80
	         3.030.000.000,00 
	80 
	        3.270.000.000,00 
	 80
	            9.090.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
	Unit
	1
	          1.640.000.000,00 
	1
	           1.640.000.000,00 
	1
	          1.640.000.000,00 
	3
	              4.920.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
	Paket
	110
	            350.000.000,00 
	110
	              350.000.000,00 
	110
	             350.000.000,00 
	330
	              1.050.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	Dokumen
	1
	            150.000.000,00 
	1
	              150.000.000,00 
	1
	             150.000.000,00 
	3
	                 450.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian
	Dokumen
	1
	            100.000.000,00 
	1
	              100.000.000,00 
	1
	             100.000.000,00 
	3
	                 300.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
	Dokumen
	1
	              50.000.000,00 
	1
	                50.000.000,00 
	1
	               50.000.000,00 
	3
	                 150.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan
	Orang
	10
	              50.000.000,00 
	12
	                60.000.000,00 
	14
	               70.000.000,00 
	36
	                 180.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
	Laporan
	2
	              50.000.000,00 
	2
	                50.000.000,00 
	2
	               50.000.000,00 
	6
	                 150.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pemindahan Tugas ASN
	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan 
	Orang
	5
	              50.000.000,00 
	7
	                60.000.000,00 
	9
	               70.000.000,00 
	21
	                 180.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 
	Orang
	8
	            250.000.000,00 
	13
	              400.000.000,00 
	18
	             550.000.000,00 
	39
	              1.200.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	Orang
	100
	              50.000.000,00 
	150
	                75.000.000,00 
	200
	             100.000.000,00 
	450
	                 225.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	Orang
	30
	              50.000.000,00 
	40
	                95.000.000,00 
	50
	             140.000.000,00 
	120
	                 285.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	 Cakupan Administrasi Umum OPD yang baik
	 %
	 80
	        1.895.000.000,00 
	80 
	         1.895.000.000,00 
	80 
	        1.895.000.000,00 
	80
	            5.685.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
	Paket
	1
	            165.000.000,00 
	1
	              165.000.000,00 
	1
	             165.000.000,00 
	3
	                 495.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	Paket
	1
	              50.000.000,00 
	1
	                50.000.000,00 
	1
	               50.000.000,00 
	3
	                 150.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
	Paket
	1
	            100.000.000,00 
	1
	              100.000.000,00 
	1
	             100.000.000,00 
	3
	                 300.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
	Paket
	1
	            200.000.000,00 
	1
	              200.000.000,00 
	1
	             200.000.000,00 
	3
	                 600.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
	Paket
	1
	            250.000.000,00 
	1
	              250.000.000,00 
	1
	             250.000.000,00 
	3
	                 750.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
	Dokumen
	2
	            200.000.000,00 
	2
	              200.000.000,00 
	2
	             200.000.000,00 
	6
	                 600.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Bahan/Material
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
	Paket
	1
	            250.000.000,00 
	1
	              250.000.000,00 
	1
	             250.000.000,00 
	3
	                 750.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Laporan
	1
	              40.000.000,00 
	1
	                40.000.000,00 
	1
	               40.000.000,00 
	3
	                 120.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Laporan
	1
	            350.000.000,00 
	1
	              350.000.000,00 
	1
	             350.000.000,00 
	3
	              1.050.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	Dokumen
	1
	              40.000.000,00 
	1
	                40.000.000,00 
	1
	               40.000.000,00 
	3
	                 120.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
	Dokumen
	1
	            250.000.000,00 
	1
	              250.000.000,00 
	1
	             250.000.000,00 
	3
	                 750.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	 Presentase Barang Milik Daerah Penunjang yang tersedia
	 %
	80 
	        2.300.000.000,00 
	80 
	         2.300.000.000,00 
	80 
	        2.300.000.000,00 
	80
	            6.900.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
	Unit
	20
	          1.500.000.000,00 
	20
	           1.500.000.000,00 
	20
	          1.500.000.000,00 
	60
	              4.500.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Mebel
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
	Unit
	4
	            200.000.000,00 
	4
	              200.000.000,00 
	4
	             200.000.000,00 
	12
	                 600.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
	Unit
	5
	            150.000.000,00 
	5
	              150.000.000,00 
	5
	             150.000.000,00 
	15
	                 450.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
	Unit
	5
	            300.000.000,00 
	5
	              300.000.000,00 
	5
	             300.000.000,00 
	15
	                 900.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
	Unit
	3
	            150.000.000,00 
	3
	              150.000.000,00 
	3
	             150.000.000,00 
	9
	                 450.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	 %
	 80
	           810.000.000,00 
	 80
	            810.000.000,00 
	80 
	           810.000.000,00 
	80
	            2.430.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Laporan
	1
	              10.000.000,00 
	1
	                10.000.000,00 
	1
	               10.000.000,00 
	3
	                   30.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Laporan
	1
	            450.000.000,00 
	1
	              450.000.000,00 
	1
	             450.000.000,00 
	3
	              1.350.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	Laporan
	1
	            250.000.000,00 
	1
	              250.000.000,00 
	1
	             250.000.000,00 
	3
	                 750.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	1
	            100.000.000,00 
	1
	              100.000.000,00 
	1
	             100.000.000,00 
	3
	                 300.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerinthan Daerah
	 Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disediakan
	 %
	 80
	        2.000.000.000,00 
	 80
	         2.000.000.000,00 
	80 
	        2.000.000.000,00 
	80
	            6.000.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
	Unit
	186
	            300.000.000,00 
	186
	              300.000.000,00 
	186
	             300.000.000,00 
	558
	                 900.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	Unit
	20
	            150.000.000,00 
	20
	              150.000.000,00 
	20
	             150.000.000,00 
	60
	                 450.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya
	Unit
	1
	              50.000.000,00 
	1
	                50.000.000,00 
	1
	               50.000.000,00 
	3
	                 150.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pemeliharaan Mebel
	Jumlah Mebel yang Dipelihara 
	Unit
	5
	            150.000.000,00 
	5
	              150.000.000,00 
	5
	             150.000.000,00 
	15
	                 450.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 
	Unit
	10
	            200.000.000,00 
	10
	              200.000.000,00 
	10
	             200.000.000,00 
	30
	                 600.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 
	Unit
	3
	            100.000.000,00 
	3
	              100.000.000,00 
	3
	             100.000.000,00 
	9
	                 300.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	Unit
	22
	            350.000.000,00 
	22
	              350.000.000,00 
	22
	             350.000.000,00 
	66
	              1.050.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	Unit
	5
	            350.000.000,00 
	5
	              350.000.000,00 
	5
	             350.000.000,00 
	15
	              1.050.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	Unit
	5
	            350.000.000,00 
	5
	              350.000.000,00 
	5
	             350.000.000,00 
	15
	              1.050.000.000,00 

	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	 
	 
	 
	 
	Indeks
	77,20
	 
	77,40
	 
	77,68
	 
	77,68
	 

	 
	 
	Meningkatnya kualitas pendidikan  dasar
	Harapan Lama Sekolah
	 
	 
	Tahun
	13,5
	    209.265.000.000,00 
	13,6
	     215.272.250.000,00 
	13,7
	    222.085.417.500,00 
	13,7
	        646.622.667.500,00 

	 
	 
	 
	Rata-rata Lama Sekolah
	 
	 
	Tahun
	8,45
	
	8,50
	
	8,55
	
	8,55
	

	 
	 
	 
	 
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD
	%
	100
	    209.000.000.000,00 
	100
	     215.000.000.000,00 
	100
	    221.806.455.000,00 
	100
	        645.806.455.000,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
	%
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	 
	 
	 
	 
	 
	Persentase Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
	%
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	 
	 
	 
	 
	 
	Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartiisipasi dalam pendidikan kesetaraan
	%
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	 
	 
	 
	 
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
	 Sarana dan Prasrana SD dalam kondisi baik
	 %
	 80
	    113.154.200.000,00 
	 81
	     117.971.950.000,00 
	 82
	    123.198.655.000,00 
	 82
	        354.324.805.000,00 

	
	
	
	
	
	Angka Kelulusan
	%
	98
	
	98,5
	
	99
	
	99
	

	
	
	
	
	
	Kualifikasi Guru D-IV/S-1
	%
	85
	
	86
	
	87
	
	87
	

	 
	 
	 
	 
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun
	Unit
	2
	          1.250.000.000,00 
	2
	           1.250.000.000,00 
	3
	          1.875.000.000,00 
	7
	              4.375.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun
	Ruang
	3
	          1.541.900.000,00 
	3
	           1.541.900.000,00 
	3
	          1.541.900.000,00 
	9
	              4.625.700.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun
	Ruang
	4
	          1.100.000.000,00 
	4
	           1.100.000.000,00 
	4
	          1.100.000.000,00 
	12
	              3.300.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun
	Unit
	4
	            800.000.000,00 
	4
	              800.000.000,00 
	4
	             800.000.000,00 
	12
	              2.400.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
	Ruang
	3
	          1.100.000.000,00 
	3
	           1.100.000.000,00 
	3
	          1.100.000.000,00 
	9
	              3.300.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
	Ruang
	5
	            250.000.000,00 
	5
	              250.000.000,00 
	5
	             250.000.000,00 
	15
	                 750.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
	Ruang
	3
	            240.000.000,00 
	3
	              240.000.000,00 
	3
	             240.000.000,00 
	9
	                 720.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat
	Unit
	2
	            240.000.000,00 
	2
	              240.000.000,00 
	2
	             240.000.000,00 
	6
	                 720.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Mebel Sekolah
	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia
	Paket
	2
	            250.000.000,00 
	2
	              250.000.000,00 
	2
	             250.000.000,00 
	6
	                 750.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia
	Paket
	2
	            200.000.000,00 
	2
	              200.000.000,00 
	2
	             200.000.000,00 
	6
	                 600.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia
	Paket
	2
	            300.000.000,00 
	2
	              300.000.000,00 
	2
	             300.000.000,00 
	6
	                 900.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan
	Unit
	5
	            300.000.000,00 
	5
	              300.000.000,00 
	5
	             300.000.000,00 
	15
	                 900.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
	Peserta Didik
	62.065
	            550.000.000,00 
	62.165
	              725.000.000,00 
	62.265
	             900.000.000,00 
	62.265
	              2.175.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 
	Paket
	4
	            900.000.000,00 
	4
	              900.000.000,00 
	4
	             900.000.000,00 
	12
	              2.700.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik
	Peserta Didik
	62.065
	            700.000.000,00 
	62.165
	              925.000.000,00 
	62.265
	          1.161.705.000,00 
	62.265
	              2.786.705.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
	Orang
	50
	            250.000.000,00 
	60
	              300.000.000,00 
	70
	             350.000.000,00 
	180
	                 900.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 
	Orang
	4.110
	        35.000.000.000,00 
	4.510
	         38.400.000.000,00 
	4.910
	        41.800.000.000,00 
	4.910
	           115.200.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah
	Satuan Pendidikan
	500
	            250.000.000,00 
	500
	              250.000.000,00 
	500
	             250.000.000,00 
	500
	                 750.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS
	Satuan Pendidikan
	500
	        58.182.300.000,00 
	500
	         58.182.300.000,00 
	500
	        58.182.300.000,00 
	500
	           174.546.900.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 
	Orang
	500
	            400.000.000,00 
	550
	              440.000.000,00 
	600
	             480.000.000,00 
	600
	              1.320.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun
	Ruang
	3
	            500.000.000,00 
	3
	              500.000.000,00 
	3
	             500.000.000,00 
	9
	              1.500.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar
	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 
	Ruang
	4
	            700.000.000,00 
	4
	              700.000.000,00 
	4
	             700.000.000,00 
	12
	              2.100.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pemeliharaan Mebel Sekolah
	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan
	Unit
	20
	            200.000.000,00 
	20
	              200.000.000,00 
	20
	             200.000.000,00 
	60
	                 600.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar
	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi
	Orang
	20
	            150.000.000,00 
	30
	              375.000.000,00 
	30
	             375.000.000,00 
	30
	                 900.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
	Orang
	25
	            250.000.000,00 
	35
	              350.000.000,00 
	45
	             450.000.000,00 
	45
	              1.050.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan
	Konten Digital
	2
	            250.000.000,00 
	2
	              250.000.000,00 
	2
	             250.000.000,00 
	6
	                 750.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan
	Orang
	100
	            250.000.000,00 
	150
	              350.000.000,00 
	200
	             450.000.000,00 
	200
	              1.050.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 
	Dokumen
	1
	            150.000.000,00 
	1
	              150.000.000,00 
	1
	             150.000.000,00 
	3
	                 450.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan
	Dokumen
	1
	            200.000.000,00 
	1
	              200.000.000,00 
	1
	             200.000.000,00 
	3
	                 600.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi
	Komunitas
	1
	            500.000.000,00 
	1
	              500.000.000,00 
	1
	             500.000.000,00 
	3
	              1.500.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyediaan infrastruktur TIK
	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia
	Paket
	2
	            450.000.000,00 
	2
	              450.000.000,00 
	2
	             450.000.000,00 
	6
	              1.350.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
	Kegiatan
	2
	            400.000.000,00 
	2
	              400.000.000,00 
	2
	             400.000.000,00 
	6
	              1.200.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penataan Ruang/Sudut Baca
	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata
	Ruang
	5
	            350.000.000,00 
	5
	              350.000.000,00 
	5
	             350.000.000,00 
	15
	              1.050.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik
	Buku
	500
	            750.000.000,00 
	500
	              752.750.000,00 
	500
	             752.750.000,00 
	500
	              2.255.500.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia
	Paket
	2
	            550.000.000,00 
	2
	              550.000.000,00 
	2
	             550.000.000,00 
	6
	              1.650.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pembangunan Ruang Kelas Baru
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah
	Ruang
	3
	            900.000.000,00 
	3
	              900.000.000,00 
	3
	             900.000.000,00 
	9
	              2.700.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
	Unit
	6
	            600.000.000,00 
	6
	              600.000.000,00 
	6
	             600.000.000,00 
	18
	              1.800.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan
	Orang
	50
	            500.000.000,00 
	100
	           1.000.000.000,00 
	150
	          1.500.000.000,00 
	150
	              3.000.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar
	Satuan Pendidikan
	500
	            500.000.000,00 
	500
	              500.000.000,00 
	500
	             500.000.000,00 
	500
	              1.500.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
	Ruang
	10
	          1.200.000.000,00 
	10
	           1.200.000.000,00 
	10
	          1.200.000.000,00 
	30
	              3.600.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
	 Sarana dan Prasrana SMP dalam kondisi baik
	 %
	 81
	      57.843.800.000,00 
	 81,15
	       58.869.800.000,00 
	 81,3
	      59.958.300.000,00 
	 81,3
	        176.671.900.000,00 

	
	
	
	
	
	Angka Kelulusan
	%
	98
	
	98,2
	
	98,3
	
	98,3
	

	
	
	
	
	
	Kualifikasi Guru D-IV/S-1
	%
	85
	
	85,3
	
	85,5
	
	85,5
	

	 
	 
	 
	 
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun
	Ruang
	6
	            900.000.000,00 
	6
	              900.000.000,00 
	6
	             900.000.000,00 
	18
	              2.700.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun
	Ruang
	5
	            750.000.000,00 
	5
	              750.000.000,00 
	5
	             750.000.000,00 
	15
	              2.250.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pembangunan Laboratorium
	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun
	Ruang
	8
	          1.000.000.000,00 
	8
	           1.000.000.000,00 
	8
	          1.000.000.000,00 
	24
	              3.000.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun
	Ruang
	4
	            700.000.000,00 
	4
	              700.000.000,00 
	4
	             700.000.000,00 
	12
	              2.100.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pembangunan Fasilitas Parkir
	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun
	Unit
	3
	            540.000.000,00 
	3
	              540.000.000,00 
	3
	             540.000.000,00 
	9
	              1.620.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pembangunan Kantin Sekolah
	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun
	Unit
	4
	            400.000.000,00 
	4
	              400.000.000,00 
	4
	             400.000.000,00 
	12
	              1.200.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun
	Unit
	5
	            650.000.000,00 
	5
	              650.000.000,00 
	5
	             650.000.000,00 
	15
	              1.950.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
	Ruang
	5
	            500.000.000,00 
	5
	              500.000.000,00 
	5
	             500.000.000,00 
	15
	              1.500.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
	Ruang
	4
	            400.000.000,00 
	4
	              400.000.000,00 
	4
	             400.000.000,00 
	12
	              1.200.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
	Ruang
	6
	            600.000.000,00 
	6
	              600.000.000,00 
	6
	             600.000.000,00 
	18
	              1.800.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
	Ruang
	5
	            750.000.000,00 
	5
	              750.000.000,00 
	5
	             750.000.000,00 
	15
	              2.250.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat
	Ruang
	5
	            750.000.000,00 
	5
	              750.000.000,00 
	5
	             750.000.000,00 
	15
	              2.250.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
	Unit
	5
	            500.000.000,00 
	5
	              500.000.000,00 
	5
	             500.000.000,00 
	15
	              1.500.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir
	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
	Unit
	8
	          1.250.000.000,00 
	8
	           1.250.000.000,00 
	8
	          1.250.000.000,00 
	24
	              3.750.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah
	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat
	Unit
	3
	            300.000.000,00 
	3
	              300.000.000,00 
	3
	             300.000.000,00 
	9
	                 900.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
	Unit
	5
	            750.000.000,00 
	5
	              750.000.000,00 
	5
	             750.000.000,00 
	15
	              2.250.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Mebel Sekolah
	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia
	Paket
	2
	            350.000.000,00 
	2
	              350.000.000,00 
	2
	             350.000.000,00 
	6
	              1.050.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia
	Paket
	2
	            400.000.000,00 
	2
	              400.000.000,00 
	2
	             400.000.000,00 
	6
	              1.200.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia
	Paket
	2
	            500.000.000,00 
	2
	              500.000.000,00 
	2
	             500.000.000,00 
	6
	              1.500.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan
	Unit
	5
	            700.000.000,00 
	5
	              700.000.000,00 
	5
	             700.000.000,00 
	15
	              2.100.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
	Peserta Didik
	31.996
	            500.000.000,00 
	32.096
	              515.000.000,00 
	32.196
	             530.000.000,00 
	32.196
	              1.545.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Perlengkapan Belajar Peserta Didik
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia
	Paket
	2
	            150.000.000,00 
	2
	              150.000.000,00 
	2
	             150.000.000,00 
	6
	                 450.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia
	Paket
	2
	            250.000.000,00 
	2
	              250.000.000,00 
	2
	             250.000.000,00 
	6
	                 750.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik
	Peserta Didik
	100
	            392.000.000,00 
	100
	              392.000.000,00 
	100
	             392.000.000,00 
	100
	              1.176.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
	Orang
	250
	          4.250.000.000,00 
	260
	           4.420.000.000,00 
	270
	          4.590.000.000,00 
	270
	             13.260.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 
	Orang
	462
	            150.000.000,00 
	472
	              153.500.000,00 
	482
	             157.000.000,00 
	482
	                 460.500.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan
	Satuan Pendidikan
	84
	            200.000.000,00 
	84
	              200.000.000,00 
	84
	             200.000.000,00 
	84
	                 600.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS
	Satuan Pendidikan
	84
	        32.411.800.000,00 
	84
	         32.411.800.000,00 
	84
	        32.411.800.000,00 
	84
	             97.235.400.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
	Orang
	100
	            450.000.000,00 
	150
	              675.000.000,00 
	200
	             787.500.000,00 
	200
	              1.912.500.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU
	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 
	Ruang
	4
	            400.000.000,00 
	4
	              400.000.000,00 
	4
	             400.000.000,00 
	12
	              1.200.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah
	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 
	Ruang
	3
	            350.000.000,00 
	3
	              350.000.000,00 
	3
	             350.000.000,00 
	9
	              1.050.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pemeliharaan Mebel Sekolah
	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan
	Unit
	5
	            250.000.000,00 
	5
	              250.000.000,00 
	5
	             250.000.000,00 
	15
	                 750.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama
	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi
	Orang
	20
	            350.000.000,00 
	25
	              437.500.000,00 
	30
	             525.000.000,00 
	30
	              1.312.500.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
	Orang
	100
	            500.000.000,00 
	150
	              750.000.000,00 
	200
	          1.000.000.000,00 
	200
	              2.250.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan
	Konten Digital
	2
	            400.000.000,00 
	2
	              400.000.000,00 
	2
	             400.000.000,00 
	6
	              1.200.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan
	Orang
	100
	            500.000.000,00 
	150
	              750.000.000,00 
	200
	          1.000.000.000,00 
	200
	              2.250.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 
	Dokumen
	1
	            500.000.000,00 
	1
	              500.000.000,00 
	1
	             500.000.000,00 
	3
	              1.500.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan
	Dokumen
	2
	            200.000.000,00 
	2
	              200.000.000,00 
	2
	             200.000.000,00 
	6
	                 600.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi
	Komunitas
	2
	            200.000.000,00 
	2
	              200.000.000,00 
	2
	             200.000.000,00 
	6
	                 600.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penataan Ruang/Sudut Baca
	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata
	Ruang
	4
	            200.000.000,00 
	4
	              200.000.000,00 
	4
	             200.000.000,00 
	12
	                 600.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyediaan infrastruktur TIK
	Tersedianya infrastruktur TIK
	Paket
	1
	            200.000.000,00 
	1
	              200.000.000,00 
	1
	             200.000.000,00 
	3
	                 600.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar
	Satuan Pendidikan
	31.989
	            200.000.000,00 
	31.989
	              200.000.000,00 
	31.989
	             200.000.000,00 
	31.989
	                 600.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pembangunan Ruang Kelas Baru
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah
	Ruang
	5
	            500.000.000,00 
	5
	              500.000.000,00 
	5
	             500.000.000,00 
	15
	              1.500.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan
	Orang
	50
	            250.000.000,00 
	55
	              275.000.000,00 
	60
	             300.000.000,00 
	60
	                 825.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik
	Buku
	100
	            350.000.000,00 
	100
	              350.000.000,00 
	150
	             525.000.000,00 
	150
	              1.225.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia
	Paket
	2
	            350.000.000,00 
	2
	              350.000.000,00 
	2
	             350.000.000,00 
	6
	              1.050.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah
	Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat
	Unit
	3
	            400.000.000,00 
	3
	              400.000.000,00 
	3
	             400.000.000,00 
	9
	              1.200.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
	Ruang
	2
	            300.000.000,00 
	2
	              300.000.000,00 
	2
	             300.000.000,00 
	6
	                 900.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	 Lembaga PAUD terakreditasi nilai minimal B
	 %
	 40
	      23.850.000.000,00 
	 40,3
	       23.968.250.000,00 
	 40,5
	      24.071.500.000,00 
	40,5
	          71.889.750.000,00 

	
	
	
	
	
	Presentase Kualifikasi Guru D-IV/S-1
	%
	56
	
	57
	
	58
	
	58
	

	 
	 
	 
	 
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun
	Unit
	3
	            300.000.000,00 
	3
	              300.000.000,00 
	3
	             300.000.000,00 
	9
	                 900.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
	Unit
	1
	            150.000.000,00 
	1
	              150.000.000,00 
	1
	             150.000.000,00 
	3
	                 450.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
	Unit
	2
	            300.000.000,00 
	2
	              300.000.000,00 
	2
	             300.000.000,00 
	6
	                 900.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Mebel PAUD
	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia
	Paket
	2
	            200.000.000,00 
	2
	              200.000.000,00 
	2
	             200.000.000,00 
	6
	                 600.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD
	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia
	Paket
	2
	            150.000.000,00 
	2
	              150.000.000,00 
	2
	             150.000.000,00 
	6
	                 450.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Perlengkapan PAUD
	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia
	Paket
	2
	            150.000.000,00 
	2
	              150.000.000,00 
	2
	             150.000.000,00 
	6
	                 450.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
	Peserta Didik
	30887
	            250.000.000,00 
	30963
	              256.250.000,00 
	31039
	             262.500.000,00 
	31039
	                 768.750.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia
	Paket
	1
	            350.000.000,00 
	1
	              350.000.000,00 
	1
	             350.000.000,00 
	3
	              1.050.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 
	Peserta Didik
	30887
	            400.000.000,00 
	30963
	              412.000.000,00 
	31039
	             424.000.000,00 
	31039
	              1.236.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD
	Orang
	100
	            150.000.000,00 
	110
	              165.000.000,00 
	120
	             180.000.000,00 
	120
	                 495.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 
	Orang
	1000
	          1.500.000.000,00 
	110
	           1.515.000.000,00 
	110
	          1.515.000.000,00 
	110
	              4.530.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
	Satuan Pendidikan
	944
	            300.000.000,00 
	944
	              300.000.000,00 
	944
	             300.000.000,00 
	944
	                 900.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengelolaan Dana BOP PAUD
	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP
	Orang
	1000
	        16.500.000.000,00 
	1000
	         16.500.000.000,00 
	1000
	        16.500.000.000,00 
	100
	             49.500.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD
	Orang
	100
	            400.000.000,00 
	100
	              400.000.000,00 
	100
	             400.000.000,00 
	100
	              1.200.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pemeliharaan Mebel Sekolah
	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara
	Unit
	5
	              50.000.000,00 
	5
	                50.000.000,00 
	5
	               50.000.000,00 
	15
	                 150.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi
	Orang
	100
	            100.000.000,00 
	110
	              110.000.000,00 
	120
	             120.000.000,00 
	120
	                 330.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
	Orang
	100
	            100.000.000,00 
	110
	              110.000.000,00 
	120
	             120.000.000,00 
	120
	                 330.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan
	Konten Digital
	2
	            100.000.000,00 
	2
	              100.000.000,00 
	2
	             100.000.000,00 
	6
	                 300.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan
	Orang
	100
	            100.000.000,00 
	110
	              110.000.000,00 
	120
	             120.000.000,00 
	120
	                 330.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 
	Dokumen
	1
	            100.000.000,00 
	1
	              100.000.000,00 
	1
	             100.000.000,00 
	3
	                 300.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan
	Dokumen
	1
	            100.000.000,00 
	1
	              100.000.000,00 
	1
	             100.000.000,00 
	3
	                 300.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun
	Ruang
	2
	            200.000.000,00 
	2
	              200.000.000,00 
	2
	             200.000.000,00 
	6
	                 600.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi
	Komunitas
	10
	            100.000.000,00 
	110
	              110.000.000,00 
	120
	             120.000.000,00 
	120
	                 330.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pembangunan Ruang Kelas Baru
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah
	Ruang
	3
	            400.000.000,00 
	3
	              400.000.000,00 
	3
	             400.000.000,00 
	9
	              1.200.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyediaan infrastruktur TIK
	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia
	Paket
	1
	            100.000.000,00 
	1
	              100.000.000,00 
	1
	             100.000.000,00 
	3
	                 300.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penataan Ruang/Sudut Baca
	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata
	Ruang
	4
	            100.000.000,00 
	4
	              100.000.000,00 
	4
	             100.000.000,00 
	12
	                 300.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun
	Ruang
	2
	            100.000.000,00 
	2
	              100.000.000,00 
	2
	             100.000.000,00 
	6
	                 300.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik
	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik
	Peserta Didik
	100
	            100.000.000,00 
	110
	              110.000.000,00 
	120
	             120.000.000,00 
	120
	                 330.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik
	Buku
	100
	            100.000.000,00 
	100
	              100.000.000,00 
	100
	             100.000.000,00 
	100
	                 300.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
	Ruang
	2
	            100.000.000,00 
	2
	              100.000.000,00 
	2
	             100.000.000,00 
	6
	                 300.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
	Kegiatan
	2
	            100.000.000,00 
	2
	              100.000.000,00 
	2
	             100.000.000,00 
	6
	                 300.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang telah direhabilitasi sedang/berat
	Unit
	-
	            100.000.000,00 
	-
	              100.000.000,00 
	-
	             100.000.000,00 
	-
	                 300.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan
	Orang
	25
	            100.000.000,00 
	30
	              120.000.000,00 
	35
	             140.000.000,00 
	35
	                 360.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia
	Paket
	2
	            250.000.000,00 
	2
	              250.000.000,00 
	2
	             250.000.000,00 
	6
	                 750.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan
	Unit
	5
	            250.000.000,00 
	5
	              250.000.000,00 
	5
	             250.000.000,00 
	15
	                 750.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	 Presentase Peserta Kesetaraan yang aktif
	 %
	 68
	      14.152.000.000,00 
	 69
	       14.190.000.000,00 
	 70
	      14.578.000.000,00 
	70
	          42.920.000.000,00 

	
	
	
	
	
	Presentase Kualifikasi Guru D-IV/S-1
	%
	56
	
	57
	
	58
	
	58
	

	 
	 
	 
	 
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan
	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun
	Unit
	2
	            250.000.000,00 
	2
	              250.000.000,00 
	2
	             250.000.000,00 
	6
	                 750.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
	Peserta Didik
	5.236
	            100.000.000,00 
	5.336
	              101.900.000,00 
	5.436
	             103.800.000,00 
	5.436
	                 305.700.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia
	Paket
	1
	            150.000.000,00 
	1
	              150.000.000,00 
	1
	             150.000.000,00 
	3
	                 450.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	Orang
	50
	            100.000.000,00 
	52
	              104.000.000,00 
	54
	             108.000.000,00 
	54
	                 312.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 
	Orang
	50
	            200.000.000,00 
	52
	              208.000.000,00 
	54
	             216.000.000,00 
	54
	                 624.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
	Satuan Pendidikan
	30
	          3.650.000.000,00 
	30
	           3.650.000.000,00 
	30
	          3.650.000.000,00 
	30
	             10.950.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP
	Satuan Pendidikan
	30
	          6.102.000.000,00 
	30
	           6.102.000.000,00 
	30
	          6.102.000.000,00 
	30
	             18.306.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
	Orang
	50
	            150.000.000,00 
	52
	              156.000.000,00 
	54
	             162.000.000,00 
	54
	                 468.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan
	Unit
	5
	            100.000.000,00 
	5
	              100.000.000,00 
	5
	             100.000.000,00 
	15
	                 300.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi
	Orang
	20
	            100.000.000,00 
	20
	              100.000.000,00 
	20
	             100.000.000,00 
	60
	                 300.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
	Orang
	50
	            100.000.000,00 
	51
	              102.000.000,00 
	52
	             104.000.000,00 
	153
	                 306.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan
	Konten Digital
	2
	            100.000.000,00 
	2
	              100.000.000,00 
	2
	             100.000.000,00 
	6
	                 300.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan
	Orang
	50
	            100.000.000,00 
	51
	              102.000.000,00 
	52
	             104.000.000,00 
	52
	                 306.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 
	Dokumen
	1
	            100.000.000,00 
	1
	              100.000.000,00 
	1
	             100.000.000,00 
	3
	                 300.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan
	Dokumen
	2
	            100.000.000,00 
	2
	              100.000.000,00 
	2
	             100.000.000,00 
	6
	                 300.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi
	Komunitas
	20
	            100.000.000,00 
	20
	              100.000.000,00 
	20
	             100.000.000,00 
	20
	                 300.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
	Kegiatan
	2
	            100.000.000,00 
	2
	              100.000.000,00 
	2
	             100.000.000,00 
	6
	                 300.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi
	Orang
	25
	              50.000.000,00 
	26
	                52.100.000,00 
	27
	               54.200.000,00 
	27
	                 156.300.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyediaan infrastruktur TIK
	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia
	Paket
	1
	              50.000.000,00 
	1
	                50.000.000,00 
	1
	               50.000.000,00 
	3
	                 150.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penataan Ruang/Sudut Baca
	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata
	Ruang
	1
	              50.000.000,00 
	1
	                50.000.000,00 
	1
	               50.000.000,00 
	3
	                 150.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik
	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik
	Peserta Didik
	100
	            200.000.000,00 
	100
	              200.000.000,00 
	100
	             200.000.000,00 
	100
	                 600.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia
	Paket
	2
	            150.000.000,00 
	2
	              150.000.000,00 
	2
	             150.000.000,00 
	6
	                 450.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik
	Buku
	100
	            150.000.000,00 
	110
	              160.000.000,00 
	120
	             170.000.000,00 
	120
	                 480.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun
	Ruang
	2
	            200.000.000,00 
	2
	              200.000.000,00 
	2
	             200.000.000,00 
	6
	                 600.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pembangunan Ruang Kelas Baru
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah
	Ruang
	2
	            200.000.000,00 
	2
	              200.000.000,00 
	2
	             200.000.000,00 
	6
	                 600.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia
	Paket
	2
	            200.000.000,00 
	2
	              200.000.000,00 
	2
	             200.000.000,00 
	6
	                 600.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
	Unit
	2
	            200.000.000,00 
	2
	              200.000.000,00 
	2
	             200.000.000,00 
	6
	                 600.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan
	Orang
	50
	            100.000.000,00 
	51
	              102.000.000,00 
	52
	             104.000.000,00 
	52
	                 306.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium
	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
	Ruang
	2
	            200.000.000,00 
	2
	              200.000.000,00 
	3
	             300.000.000,00 
	7
	                 700.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia
	Paket
	2
	            100.000.000,00 
	2
	              100.000.000,00 
	2
	             100.000.000,00 
	6
	                 300.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar
	Peserta Didik
	5.236
	            300.000.000,00 
	5.236
	              300.000.000,00 
	5.336
	             350.000.000,00 
	5.336
	                 950.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pembangunan Ruang Laboratorium
	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun
	Ruang
	1
	            100.000.000,00 
	1
	              100.000.000,00 
	1
	             100.000.000,00 
	3
	                 300.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Mebel Sekolah
	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia
	Paket
	2
	            100.000.000,00 
	2
	              100.000.000,00 
	2
	             100.000.000,00 
	6
	                 300.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan
	Unit
	1
	            100.000.000,00 
	1
	              100.000.000,00 
	2
	             200.000.000,00 
	4
	                 400.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
	Unit
	1
	            100.000.000,00 
	1
	              100.000.000,00 
	2
	             200.000.000,00 
	4
	                 400.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
	Persentase kurikulum muatan lokal yang diterapkan
	%
	65,1
	           150.000.000,00 
	65,3
	            151.500.000,00 
	65,5
	           152.175.000,00 
	65,5
	               453.675.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
	 Persentase kurikulum yang diterapkan
	 %
	 65,1
	           100.000.000,00 
	 65,3
	            100.000.000,00 
	65,5 
	           100.675.000,00 
	65,5
	               300.675.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia
	Buku
	500
	              50.000.000,00 
	500
	                50.000.000,00 
	500
	               50.135.000,00 
	500
	                 150.135.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya
	Orang
	50
	              10.000.000,00 
	50
	                10.000.000,00 
	50
	               10.135.000,00 
	50
	                   30.135.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar
	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah
	Buku
	50
	              10.000.000,00 
	50
	                10.000.000,00 
	50
	               10.135.000,00 
	50
	                   30.135.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar
	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun
	Dokumen
	1
	              10.000.000,00 
	1
	                10.000.000,00 
	1
	               10.135.000,00 
	3
	                   30.135.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun
	Dokumen
	1
	              20.000.000,00 
	1
	                20.000.000,00 
	1
	               20.135.000,00 
	3
	                   60.135.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
	 Presentase Kurikulum muatan lokal yang ditetapkan
	 %
	 80
	             50.000.000,00 
	 81
	              51.500.000,00 
	 81,5
	             51.500.000,00 
	81,5
	               153.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun
	Dokumen
	1
	              10.000.000,00 
	1
	                10.000.000,00 
	1
	               10.000.000,00 
	3
	                   30.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia
	Buku
	25
	              20.000.000,00 
	22
	                21.500.000,00 
	22
	               21.500.000,00 
	22
	                   63.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun
	Dokumen
	1
	              10.000.000,00 
	1
	                10.000.000,00 
	1
	               10.000.000,00 
	3
	                   30.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun
	Dokumen
	1
	              10.000.000,00 
	1
	                10.000.000,00 
	1
	               10.000.000,00 
	3
	                   30.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi standart
	%
	82
	           100.000.000,00 
	83
	            105.000.000,00 
	84
	           110.250.000,00 
	84
	               315.250.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	 Tersedianya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	 %
	70 
	           100.000.000,00 
	71 
	            105.000.000,00 
	71,5 
	           110.250.000,00 
	71,5
	               315.250.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	Dokumen
	1
	              20.000.000,00 
	1
	                22.000.000,00 
	1
	               24.625.000,00 
	3
	                   66.625.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	Laporan
	1
	              80.000.000,00 
	1
	                83.000.000,00 
	1
	               85.625.000,00 
	3
	                 248.625.000,00 

	 
	 
	 
	 
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
	Persentase Lembaga pendidikan yang memiliki izin
	%
	80,1
	             15.000.000,00 
	80,5
	              15.750.000,00 
	81
	             16.537.500,00 
	81
	                 47.287.500,00 

	 
	 
	 
	 
	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
	 Jumlah penerbitan ijin pendidikan dasar yang diselenggarakan
	 Sekolah
	2 
	               5.000.000,00 
	 2
	                5.250.000,00 
	 2
	               5.643.750,00 
	 2
	                 15.893.750,00 

	 
	 
	 
	 
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 
	Dokumen
	1
	                5.000.000,00 
	1
	                  5.250.000,00 
	1
	                5.643.750,00 
	3
	                   15.893.750,00 

	 
	 
	 
	 
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
	 Persentase penerbitan ijin pendidikan Paud dan NonFormal yang diselenggarakan
	 %
	25 
	             10.000.000,00 
	25,5 
	              10.500.000,00 
	26 
	             10.893.750,00 
	26
	                 31.393.750,00 

	 
	 
	 
	 
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 
	Dokumen
	1
	              10.000.000,00 
	1
	                10.500.000,00 
	1
	               10.893.750,00 
	3
	                   31.393.750,00 

	 
	 
	 
	 
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal
	Pertumbuhan Ekonomi
	 
	 
	 
	 
	%
	6,00
	 
	6,15
	 
	6,20
	 
	6,20
	 

	 
	 
	Meningkatknya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan
	Indeks Pembangunan Kebudayaan 
	 
	 
	Indeks
	72
	        1.788.550.000,00 
	73
	         1.855.477.500,00 
	74
	        1.948.251.000,00 
	74
	            5.592.278.500,00 

	 
	 
	 
	 
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan
	%
	81
	        1.450.000.000,00 
	82
	         1.500.000.000,00 
	82,5
	        1.575.000.000,00 
	82,5
	            4.525.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	 Presentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu
	% 
	87 
	           350.000.000,00 
	87 
	            360.000.000,00 
	 88
	           385.000.000,00 
	88
	            1.095.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 
	Objek
	26
	            150.000.000,00 
	26
	              155.000.000,00 
	26
	             165.000.000,00 
	26
	                 470.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
	Orang
	30
	            200.000.000,00 
	30
	              205.000.000,00 
	30
	             220.000.000,00 
	30
	                 625.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	 Rata-rata penyelenggaraan festival seni budaya daerah yang difasilitasi
	% 
	 80
	           500.000.000,00 
	82 
	            520.000.000,00 
	85 
	           545.000.000,00 
	85
	            1.565.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan
	Objek
	26
	            300.000.000,00 
	26
	              310.000.000,00 
	26
	             315.000.000,00 
	26
	                 925.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
	Laporan
	1
	            100.000.000,00 
	1
	              105.000.000,00 
	1
	             115.000.000,00 
	3
	                 320.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan
	Sertifikat
	10
	            100.000.000,00 
	10
	              105.000.000,00 
	10
	             115.000.000,00 
	10
	                 320.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	 rata-rata karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi
	lembaga 
	 5
	           600.000.000,00 
	 5
	            620.000.000,00 
	 7
	           645.000.000,00 
	7
	            1.865.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan
	Objek
	26
	            100.000.000,00 
	26
	              105.000.000,00 
	26
	             115.000.000,00 
	26
	                 320.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina
	Orang
	50
	            100.000.000,00 
	50
	              105.000.000,00 
	50
	             115.000.000,00 
	50
	                 320.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat 
	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi
	Unit
	5
	            400.000.000,00 
	5
	              410.000.000,00 
	5
	             415.000.000,00 
	15
	              1.225.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan
	%
	100
	           266.550.000,00 
	100
	            279.877.500,00 
	100
	           293.871.000,00 
	100
	               840.298.500,00 

	 
	 
	 
	 
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	 Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang dikembangkan
	 Obyek
	 26
	           266.550.000,00 
	 26
	            279.877.500,00 
	26 
	           293.871.000,00 
	26
	               840.298.500,00 

	 
	 
	 
	 
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)
	Orang
	30
	              66.550.000,00 
	30
	                69.877.500,00 
	30
	               73.871.000,00 
	30
	                 210.298.500,00 

	 
	 
	 
	 
	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi
	Sertifikat
	20
	              50.000.000,00 
	20
	                55.000.000,00 
	20
	               60.000.000,00 
	20
	                 165.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya
	Lembaga
	10
	            150.000.000,00 
	10
	              155.000.000,00 
	10
	             160.000.000,00 
	30
	                 465.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
	Persentase pembinaan sejarah yang dilaksanakan
	%
	58
	             40.000.000,00 
	59
	              42.000.000,00 
	60
	             44.100.000,00 
	60
	               126.100.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	 Sejarah Lokal yang dikembangkan
	 %
	70 
	             40.000.000,00 
	71 
	              42.000.000,00 
	 72
	             44.100.000,00 
	72
	               126.100.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan
	Orang
	30
	              10.000.000,00 
	30
	                11.000.000,00 
	30
	               12.000.000,00 
	30
	                   33.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
	Unit
	5
	              10.000.000,00 
	5
	                11.000.000,00 
	5
	               12.000.000,00 
	5
	                   33.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat
	Dokumen
	1
	              20.000.000,00 
	1
	                20.000.000,00 
	1
	               20.100.000,00 
	3
	                   60.100.000,00 

	 
	 
	 
	 
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
	Persentase cagar budaya dilestarikan dan dikelola dilestarikan (kondisi baik dan terawat)
	%
	90
	             32.000.000,00 
	91
	              33.600.000,00 
	92
	             35.280.000,00 
	92
	               100.880.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
	 presentase penetapan cagar budaya yang dikelola secara terpadu
	 %
	 80
	             11.000.000,00 
	81 
	              11.500.000,00 
	 82
	             12.080.000,00 
	82
	                 34.580.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penetapan Cagar Budaya
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan
	Objek
	5
	              11.000.000,00 
	5
	                11.500.000,00 
	5
	               12.080.000,00 
	5
	                   34.580.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
	 Presentase pengelolaan cagar budaya
	 %
	80 
	             11.000.000,00 
	81 
	              11.500.000,00 
	81 
	             12.500.000,00 
	 81
	                 35.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Pengembangan Cagar Budaya
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan
	Objek
	5
	              11.000.000,00 
	5
	                11.500.000,00 
	5
	               12.500.000,00 
	5
	                   35.000.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	 Presentase penerbitan izin mambawa cagar budaya yang dikelola
	 %
	 80
	             10.000.000,00 
	 80,5
	              10.600.000,00 
	81 
	             10.700.000,00 
	 81
	                 31.300.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi 
	Objek
	2
	                5.000.000,00 
	2
	                  5.300.000,00 
	2
	                5.350.000,00 
	6
	                   15.650.000,00 

	 
	 
	 
	 
	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi
	Laporan
	1
	                5.000.000,00 
	1
	                  5.300.000,00 
	1
	                5.350.000,00 
	3
	                   15.650.000,00 



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023, Data Diolah

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Didalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Perubahan RPD tersebut.
Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD dapat dilihat pada Tabel 7.1.



VII-22
Tabel 7.1. 
Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026
	No
	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Tujuan/Sasaran
	Satuan
	Kondisi Awal
	Target Capaian Tahun
	Kondisi Akhir

	
	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	1
	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan.
	
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	Nilai
	76,58
	76,30
	77,20
	77,40
	77,68
	77,68

	
	
	Meningkatnya kualitas pendidikan  dasar

	Harapan Lama Sekolah
	Tahun
	13,7
	13,98
	13,5
	13,6
	13,7
	13,7

	
	
	
	Rata rata Lama Sekolah
	Tahun
	8,79
	8,71
	8,45
	8,5
	8,55
	8,55

	2
	Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonoi lokal
	
	Pertumbuhan Ekonomi
	%
	5,87
	5,90
	6,00
	6,15
	6,20
	6,20

	
	
	Meningkatknya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan  
	Indeks Pembangunan Kebudayaan
	Indeks
	70
	80
	72
	73
	74
	74

	3
	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat
Reformasi Birokrasi
	
	Indek Reformasi Birokrasi
	Nilai
	63
	64
	72
	73
	75
	75

	
	
	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan
	Nilai SAKIP OPD
	Nilai
	78
	78
	78
	78
	78,20
	78,20



	





Tabel 7.2. 	
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar 
Yang Mengacu RPD Tahun 2024-2026
	No
	Indikator Sasaran
	Satuan
	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD 
	Target Capaian Tahun
	Kondisi akhir RPD

	
	
	
	(2022)
	Target 2023
	2024
	2025
	2026
	

	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

	1.
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3.
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama
	%
	100
	100
	100 
	100
	100
	100

	4
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

	1.
	Terlestarikannya Cagar Budaya
	%
	100
	89
	90
	91
	92
	92
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P E N U T U P
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Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan tetap berpedoman pada RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026.

8.1. Kaidah Pelaksanaan
Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 perlu diatur sebagai berikut:
1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
1. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
1. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala. 
1. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tahun 2024-2026 disusun untuk mendukung RPD Kabupaten Karanganyar. Diharapkan Renstra ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, sehingga cita-cita “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar” dapat tercapai.
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